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ABSTRAK

Indra Anugrah Pratama. Analisis Efektivitas dan Kontribu$tajak Hotel Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. PinrgBghimbing oleh
Ismayant].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalifiagaimanatingkat efektivitas dan
kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lkédu@inrang
selama periodeahun2021 hinggaahun2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel mampu mencapai target yang
telah ditetapkan serta seberapa besar kontribusinya dalam struktur PAD.

Metode yang digunakan adalah penelitimmalitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui observaggwancaradan dokumentasmendalam dengan
pihak terkait di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Pinrang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel bersifat fluktuatif; tahun
2022 mencapai angka tertinggi sebesar 100,34% (sangat efektif), sementara tahun 2023
dan 2024 menurun drastis menjadi 76,09% dan 71,98%nurunan ini menandakan
lemahnyakinerja fiskal daerah yang dipicu oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak,
kurangnya patrtisipasi pelaku usaha, serta hambatan teknis pada sistem digital seperti
aplikasi Sipakkamajayang belum optimal. Ketidakefisienan penggunaan sumber daya
dan minimnya ketdibatan stakeholder memperparah situasi, menjauhkan capaian dari
lima indikator efektivitas yang ideal menurut teori MahmuDari sisikontribusi Pajak
Hotel terhadap PAD masih jauh dari harapan. Meski sempat menunjukkan peningkatan
nominal pada tahug021 dan2022, tren kontribusi justru menurun pada taR023 dan
2024 memperjelas bahwa sektor perhotelan belum dapat diandalkan sebagai penggerak
utama PAD. Berdasarkan teori kontribusi Kurt Lewin dengan pendekatan Group
Dynamics, rendahnya kontribusil idikaitkan dengan minimnya partisipasi aktif pelaku
usaha, lemahnya kolaborasi antar pihak terkait, serta kurang optimalnya kapasitas sumber
daya manusiadasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hotel
masih belum optimal akibaendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kolaborasi
antar stakeholder, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem digital dalam proses
pemungutan.Oleh Karena itu, diperlukan strategi peningkatan efektivitas melalui
pendekatan partisipatif, penguatan kaifzs aparatur, dan peningkatan kesadaran wajib
pajak sertapengawasan berbasis data untuk menjadikan pajak hotel sebagai instrumen
fiskal yang tidak hanya berfungsecaa optimal tetapi juga berdampak nyata bagi
pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, BPKPD
Kab. Pinrang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad
yang lain. Transliterasi Arabatin di sini ialah penyalinan hurdfuruf Arab dengan

huruf-huruf latin besert@erangkatnya.

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huariddan
sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf
latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

Y Alif Tidak dilambangkar Tidak dilambangkan

U Ba B Be

9 Ta T Te

2 Aa A es @dengan titik di atas)
6 Jim J Je

n 4 a N ha (dengan titik di bawal
S} Kha Kh ka dan ha

b Dal D De

™M t al t Zet (dengan titik di atas)
o] Ra R Er

cC Zai Z Zet
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E Sin S Es

€ Syin Sy es dan ye

J lad A es (dengan titik di bawalh
K \ ad W de (dengaritik di bawah)
A " a ; te (dengan titik di bawah
il 0 a i zet (dengan titik di bawa
7 "ain ) koma terbalik (di atas)
M Gain G Ge

P Fa F Ef

) Qaf Q Ki

L Kaf K Ka

b Lam L El

a Mim M Em

il Nun N En

M Wau W We

K Ha H Ha

~ Hamzah o] Apostrof

p Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau
monoftongdan vokal rangkap atadiftong
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagaerikut:
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruftransliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
..p Fathahdan ya | Ali adanu
.M Fathah dan way Au adanu
Contoh:

- 43 kataba

- 9T faala

- 3h suila

- Cyb kaifa

- b haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel TransliteraBladdah

Huruf Arab Nama Huruf Latin

Nama

. 0 .| Fathah dan alif atau y| U

a dan garis di atas

Kasrah dan ya Q

i dan garis di atas

.M Dammah dan wau 1

u dan garis di atas

Contoh:
- Kl qUl a
- ngp ramU
- 9 gqol a
- b4 yaqllu
4. Tad Mar but ah
Transliterasi untyaitu: t ad mar butah ada ¢
1. Tad mar butah hidup
Tad marbutah hidup atau yang mendapat
transliterasinya adal ah #Ato.
2. Tad mar butah mati
Tad marbutah mat. atau yang mendapat
A ho
3. Kal au pada kat a terakhir dengan t a
menggunakan kata sandang al serta ba
mar butah itu ditransliterasikan denga
Contoh:
- bpAURYYp raudahatat f Ol / raudahtul atf Ol

- \UHFRgC al-ma d § n-munawavdrah/aima d g nat ul

- WA talhah

XVii
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5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengagditurinfuruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
- b3k nazzala

- B8P al-birru

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufpyitu
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedaleen at
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyi nya, yaitu huruf Al 0 diganti dengan
itu.
2. Kata sandang yang diikuti hurgamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.Baik diikuti oleh
huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mergikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:
- 2r2P ar-rajulu
- @ al-galamu
- E1D asysyamsu
- bt alj al Ol u

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengdéin di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di awal

kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:
- ¥ tadkhuUOu
- o syai dun
- _H# annaudu

- Hw inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupunf ditwiis terpisah. Hanya
katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Cortoh:

- eWGRAEDp Wil Fom Wa innall Uha -rlUszhiuwan /k hai r
Wa innall Uha | ahuwa khair

- KFEBMEKREB. 473 Bismill UOhi majrehUO wa mur .

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab hurkbpital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang
berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana namaiairdidahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:
- eyl Cj1P Al hamdu | i-f 0O0Bamgnabbi al
- BeRerc2P Ar-r ah mUn r a-h @ mmBrna hagr m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, kapifal tidak dipergunakan.
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Contoh:

- BeppHO. Al l aOhu gafirun rahom
S e =TI Lill-Bmiruaj amd-aemmnlLj amPhiah
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subO®Unahu wat a0l U

saw. = Shall &l laathu dova Sal |l amod
a.s. = alaihis salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

W. = Wafat tahun

QSé/ é: 4QS.alBaqarah/ 2: 187atau QS 1| br a
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus deksnreferensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et al,

. Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam Bahasa I ndonesia kat:
atau lebih editor, maka iada saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

ADalnail md nat a4 afvha o K a wehatak Ritulia n d a
dengan huruf miring. Alternatifnya

kawank awano) vyang ditulis dengan hur

XX



Cet : CetakanKeterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk
karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid selubuku atau
ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk bdtkikku berbahasa arab
biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting
dalam pembiayaan pembangunan daerah. PAD menjadi sumber dayayatgna
mendukung kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus memberikan
otonomi fiskal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan
berbagai program serta kegiatan pembangunan. Melalui PAD, pemerintah daerah
dapat meningkatkan kua$ pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Salah satu sumber utama
PAD adalah pajak daerah, yang diperoleh dari berbggées pajak yang dikenakan
kepadanasyarakatanpelaku usaha.

Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan yang
diwajibkan oleh negaraPémerintah) kepada masyarakat, yang dasar hukumnya
terdapat dalam undangdang. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa,
artinya setiap individataubadan yang telahitdtapkan sebagai wajib pajak harus
memenuhi kewajiban tersebut padanya imbalan atau balas jasa langskagt(a
prestasi) dari negara. Hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara, baik untuk penyelenggaraariptihan maupun

untuk kegiatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyaraka%.

Penting untuk dicatat bahwa pajak bukanlah pembayaran sukarela,
melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang telah
ditenttkan. Karena sifathya yang memaksa, mereka yang tidak memenuhi
kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi, baik berupa denda atau
tindakan hukumainnya. Denganadanyakewajibanini, negara dapat memastikan
bahwa kas negara selaterisi dengandanayang diperoleh dari pajak, yang

digunakan untuk membiayai berbagai program HBehijakan yang mendukung

I Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangaakarta:Rineka Cipta,
1991,him. 15.



pembangunan dgrelayanan publiﬁ.

Lebih lanjut, pengenaan pajak berdasarkan undadgng menjamin
adanya asas keadilan dan kepastian hukumbdrarti bahwa pemerintah tidak
dapat menetapkan pajak secara sewemantang, melainkan harus mengikuti
kententuan yang telattiatur secargelasdalam peraturan perundangdangan.

Selain itu, wajib pajak berhak mendapatkan perlakuan yangsadiiai dengan
kemampuan dan kewajibannya, sehingga prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
dapat tercapai. Dengan demikian, melalui sistem pemungutan pajak yang
transparan dan berdasarkan hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap
individu dan badan ang berkontribusi kepada negara akan memenuhi

kewajibannya dengan adil dan tepat, yang pada akhirnya berperan penting dalam

mendukung kelancaran pembangunan dan kesejahteraan3 sosial.

Di Indonesia, banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian
paj&k, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian
pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang 1mesimgy ahli
terhadap pajak tersebut. Salah sapmbagian yang umumnya dilakukan adalah
berdasarkan lembaga pemunhgajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua,
yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis
pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang
menjalankan pemerintahaam memungut sumbgrendapatamegarakhususnya
padamasaotonomidaerahmasaini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di
Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagenjadi dua, yaitu pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut
lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan
pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajbkpieen/kota).
Setiap tingkatan pemerintah hanya dapamungut pajak yang ditetapkan menjadi

2 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangaakarta:Rineka Cipta,
1991,him.16.

3 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasil®erseorangan(Jakarta:Rineka Cipta,
1991,him. 16.



kewenangannya, dan tidalkoleh memungut pajak yang bukan kewenangannya.

Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya tumpeng tin¢ierebutan

kewenanganjlalam pemuogutan pajak terhadap masyaraAl<at.

Pajak, sebagai sumber pendapatan negara, dibedakan berdasarkan lembaga
yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, atau yang
sering disebut sebagai pajak negara adalah pajak yang dipungut oletingsm
pusat, yangpertujuaruntukmembiayakegiatan pemerintah di tingkat nasional dan
memastikan terselenggaranya pembangunan yang merata di seluruh wilayah

IndonesiaBeberapaontoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan iMi (PPN), dan Pajak Bea Cukai.

Sementara itu, pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap
individu atau badan usaha yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian
dari sistem perpajakan di Indonesia, pajak daerah memiliki peramgnsgagat
penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta pemberdayaan
pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat

setempat. Di antaranya, pajak hotel yang cukup segnifikan dalam memberikan

kontribusi terhadap pellapatardaerahﬁ.

Pajak hotel memiliki peranyang sangatstrategis dalam meningkatkan
PAD, terutama di daeratlaerah yang memiliki potensi pariwisata yang terus
berkembang. Pajak yang dikenakan pada sektor perhotelan tidak hanya menjadi
instrument pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kemajuan sektor
pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah, baik
untuk tujuan bisnis maupun rekreasi, mendorong perkembangan hotel, yang pada
gilirannya akan memberikan kwibusi signifikan terhadap penerimaan pajak
daearah. Oleh karena itu, pemungutan pajak dari sektor ini harus dikelola secara
optimal untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan
secara efektif untuk mendukung program pembangwae berkelanjutan. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pemungutan pajak

pada sektor ini, guna memastikan bahwa kontribusi pajak hdégdat

4 Mardiasmo. PerpajakanEdisi Revisi Tahun2017 PenerbitAndi: Yogyakarta: 2017
5 UndangundangNomor 34 Tahun 2000,0p.cit, Pasall angka6.
8 UndangundangNomor 34 Tahun 2000,0p.cit, Pasall angkaé.
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dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan

berkelanjutar{

Kabupaten Pinrang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki
potensi pariwisata yang terus berkembang pesat. Keindahan alamnya yang meliputi
pantai, pegunungan, dareapertaniaryangsubur, menjadikan tujuan wisata yang
menarik bagipara wisatawan, baik domestinaupun mancanegara. Selain itu,
budaya lokal yang kental, seperti upacara adat dan kerajinan tangan, turut
memperkaya pengalaman wisata yang dapat ditawarkan kepada pengunjung.

Dengan semakin berkembangnya segemwisata di Kabupaten Pinrang,
kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti hotel menjadi semakin penting.
Fasilitasfasilitas ini tidak hanya menyediakan tempat menginag wisatawan,
tetapi juga memberikarkenyamanandan kemudahanyang meningkatkan
pergalaman merekaelamaberadadi daerahini. Hotel yang berkualitaguga
dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerabh.

Salah satu aspek penting yang turut mendukung kemajuan sektor
pariwisata adalatkontribusi pajak yang dikenakanpada hotel Pajak tersebut
memiliki peran yang sangatighifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang. Melalui pajak ini, pemerintah daerah dapat
memperoleh sumber daya finansial yang cukup ungmbiayai berbagai
pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan
sektor pariwisata itu sendiri. Selain itu, pajak yang terkumpul juga dapat digunakan
untuk mendukung promosi pariwisata, memperbaiki aksesibilitas, serta
melestarkan lingkungan dan kebudayaan lokal yang menjadi daya tarik utama bagi
wisatawan.

Pendapatan Asli Daearah (PARabupatenPinrang,yangdikelola oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sebagai salah
satu sumber pendapatan daerahgyamategis, pajak ini berpotensi memberikan
kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas

layanan publik di KabupatdPinrang.

" Mardiasmo. PerpajakanEdisi Revisi Tahun2017. PenerbitAndi: Yogyakarta: 2017
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BPKPD Kabupten pinrang bertanggung jawab untuk mengelola pemungutan dan
pengawasan pajakotel dengan tujuan memastikan kepatuhan dari para wajib
pajak, serta memaksimalkgrotensi penerimaan daerah. Pengelolaan yang efisien
dan transparan dari BPKPD sangat pentinguk memastikarbahwadanayang
diperolehdari pajak ini dapat dimanfaatkaecara optimal. Selain itu tantangan
yang dihadapi adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha hotel mengenai
kewajiban pajak mereka, serta memastikan sistem pemungutan yang diterapkan
dapat berjalan dengdancr dantanpa hambatan.

Selain itu, BPKPD juggerlu memastikan bahwa pajak yang terkumpul
digunakan secatapatsasaramntuk mendukungembangunan daeraherutama
dalam pembangunansektor pariwisata, infrastruktur,serta peningkatan kualitas
pelayanan publik. Dengan pemanfaatan yang tepajgk hotel tidak hanya
berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja,
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan dari sektor pajak hotel menutgmkkinerja yang cukup baik
pada tahun 2021 dan 2022, di mana realisasi penerimaan berhasil mencapai bahkan
melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini
mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi serta pulihnya
aktivitas pariwisata dan perhotelan pasca pandemi. Namun, pada tahuda2023
2024 realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan dan tidak berhasil
memenuhi target yang ditetapkan. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain pemunan tingkat hunian hotel, perlambatan sektor pariwisata,
serta belum optimalnya pengawasan dan pemungutan pajak daerah di sektor ini.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih intensif untuk mengoptimalkan

kembali penerimaan pajak hotel di tallmhun mendatang.

TAHUN TARGET PAD PENDAPATAN
2021 190.698.123,00 216.000.000,00
2022 216.000.000,00 216.740.736,00
2023 216.000.000,00 164.344.582,00
2024 216.000.000,00 155.480.389,00

Tabell.1 Sumber datgajak hoteBPKPD Kab. Pinrang



Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel
sangat bergantung pada kolaborasi antara BPKPD, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem pemungutan yang sederhana dan
transparan, serta pengelolaan yang bgala, pajak ini dapat menjadi sumber
pendapatan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Pinrang dan mendukung
tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Penelitianini bertujuanuntuk menganalisigfektivitaspemungutamajak
hotel serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPKPD
Kabupaten Pinrang, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan pemungutan pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat efektivitas peneaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatardaesiah
(PAD) Kabupaten Pinrang?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahu bagaimana kontribusipajak hotel terhadap total
pendapatan asllaerah (PAD) Kabupaten Pinrang?
D. Manfaat Penelitian
1. KegunaarrTeoretis
Penelitianini diharapkan dapat memberika kontribusi dalam
mengembangkariiteratur tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PADpjenambah wawasan tentang
perpajakan dan keuangan daerah, gaamerupakarsalahsatupersyaratan
untuk memperolehgelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri
Parepare.
2. KegunaarPraktis
1. BagiPenulis
Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh wawasan yang

lebih dalam mengenai teori dan praktik pengelolaan Pendapatan Asli



Daerah (PAD) serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah
diperoleh di perguruan tinggi untukotensi kontribusi kepada
masyarakatlan dunia kerja.

. BagiLeadingSektorBPKPD

Memberikan wawasan baru serta sebagai bahan evaluasi dan
perumusan kebijakan strategi untuk mengenai tingkat efektivitas
pemungutan serta besarnya kontribusi pajak hetehdap pendapatan

asli daerabh.

. BagiMasyarakat

Membentuk peningkatan pemahaman mengenai peran pajak hotel
dalam mendukung pembangunan daerah, masyarakat dapat lebih
menyadari pentingnya kepatuhan pajak khususnya detorsesaha
perhotelanSelain itu, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas
pemerintahdaerah dalam mengelola pajak yang digunakan untuk
membiayai layananpublik dan pembangunan infrastruktur yang

berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
Penelitian relevanadalah penelitian yang memiliki keterkaitan atau
hubungan yang erat dengan topik, masalah, atau variable yang sedang diteliti dalam
suatu studi. Penelitian ini digunakan sebagai aatan landasan dalam Menyusun
kajian Pustaka karena memberikan informasi, data, atau temuan yang mendukung
dan memperkaya penelitian yang sedang dilakukan. Relevansi bisa dilihat dari

kesamaan objek, metode, ruang lingkup, tujuan atau hasil penelitiammrapal

dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnyaang
memiliki relevansi terhadap Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah. Tinjauan terhadap penelitian terdebutjuan untuk
memberkuat landasan teoritis serta menambah bahan kajian penulis dalam
penelitiannya. Adapun penelitian relevan yang penulis jadikan sebagai bahan
referensi, yaitu :

1. Penelitian KustantDian Puspitasari, Universitas Neg8emarangEfektivitas
dan kontribusi peneriman pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2@18 2 0 0 , 202 2. Pen
bertujuan untuk mengetahui perkembangan pajaitel di Kota semarang,
efektivitaspemunguta pajak hotetlankontribusi pajak hotel. Metode penelitian
yang digunakan dalapenelitianini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa realisasi dan potensi P&jakel dari tahun ke tahun
menunjukkarperkembangapang naik. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun
2018 sebesar Rp.20.366.062.375, tahun 2019 sebesar Rp.22.188.743.528 dan
tahun 2020 sebesar Rp.23.000.974.050. Potensi penerimaan Pajak Hotel pada
tahun D18 sebesar Rp.17.149.930.696, tahun 2019 sebesar 0.20.913.598.065

8 Sugiono.fiMetode Penelitian PendidikanPendekatarkuantitatif, Kualitatif, dan R & D.0
(Bandung: Alfabeta, 2017).



dan tahun 2020 sebesar Rp.26.060.669.091. Sedangkan efektivitas penerimaan
pajak hotel menunjukan penurunan tiap tahunnya, tahun 2018 sebesar 118,75%
(efektif), tahun 2019 sebesar 106,108fektif), dan tahun 2020 sebesar 88,26%
(cukup efektif). Demikian juga kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli
Daerah mengalami penurunaahun 2018 sebesaB,55%, tahun2019 sebesar

8,28%, dantahun2020sebesat,53%.

Persamaapenelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas
tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian
sebelumnya terfokuslalam perkembangan pajak howdl Kota semarang,
efektivitas pemungutanpajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Sedangkan
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus ptidgkat efektivitas
penerimaanpajak hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak
hotel terhadap totgendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

2. PenelitianRani Novitas DatiUniversitaslslam Riay y a n g Analisi§ udul
Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pemerintahan Kota Padang 02Tujdan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi
Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota PadapgnA
metde penelitian yang digunakan deskriptif. kuantitatif, dan kualitatif, yaitu
penelitian dengan mengumpulkan ddtda, memaparkan dan menjelaskan data
melalui angkaangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak
hotel di kota padang megalami naik turun pada tahun 2015 sampai tahun 2019.
Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisin antara realisasi dan potensi
penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 sebesar 17,63%, tahun 2016 sebesar
25,98%, tahun 2017 sebesar 39,33%, tahun 2018 selie4%6 dan tahun 2019
sebesar 58,06%, naik turun potensi pajak hotel di kota padang tersebut

disebabkan oleh jumlah pendapatan hotel yang mengalami hal serupa. Dari hasil

SKustanti Di aHfektifitassdan Koatrsbasr Penerim@an Pajak Hotel Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli DaerafiPAD) Di Kota SemarangTahun 20182020 (Skripsi penelitian:
UniversitasNegeri Semarangsemarang2022)
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penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak hotel
di kota padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan pajak

hotel agar pendapatan asli daerah juga semakin menllr?gkat
Persamaan penelitian diatas yang akan petalilisyaitu membahas

tentang Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya
terfokus dalampotensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Dagr&ota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi
Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
Sedangkan penelitian yang akan diteliti gbelmeliti lebih berfokus padangkat
efektivitas penerimaan pajak hotel di kabupatenpinrang dan bagaimana
kontribusi pajak hotel terhadap tof@ndapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Pinrang.

3. PenelitianPikri Haykhal Arman Universitadslam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau Pekan Baru Andlisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Ct9idi Kota Batar ,
2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak
hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dalam masa pandemi Covid
19, serta untuk mengetahui bagaimanadeda yang dihadapi dan upaya yang
dilakukan oleh BPPRD Kota Batam dalam memaksimalkan penerimaan pajak
hotel itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode
deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang sudah
dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara lalu disusun sistematis dan
dianalisa hingga pada akhrinya menghasilkan kesimpulan Melalui penelitian
yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel
Kota Batam pada tahun 2020 belum efektdrena sangat turun dari tahun
sebelumnya.upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan tersebut

dengan melakukan penghilangan denda dan pemberian waktu terhadap wajib

10 Rani Novitas Dari Analisis Potensi DarKontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Pemerintahan Kota Paday@dg. ( Skr i psi penelRiad Riau22) Uni ver sit é
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pajak supaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajall<lhotel

Persamaan pelitgan diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas
tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian
sebelumnya terfokus dalapenerimaan pajak hotel tedap pendapatan asli
daerah Kota Batam dalam masa pandemi Ga&®9idserta untuk mengetahui
kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Batam
dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel itu sef@dangkan penelitian
yang akan diteliti h peneliti lebih berfokus padatingkat efektivitas
penerimaanpajak hotel di kabupaten pinrang dan bagaimana kontribusi pajak
hotel terhadap totgendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

4. Penelitian Maryam Utina Universitas Negeri Gorontalo Implementasi
Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos @iakhatan Kota
Tengah Kota Gorontafo, 12R@rilitian inbertujuan pelaksanaan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan : (1) implementasi kebijakan
pemungitan pajak hotel kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo yang dilkaji dari aspek: wilayah pemungutan pajak kos, pemungutan
tarif pajak, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak serta
pengawasan (2) faktor determinan implerasnkebijakan pemungutan pajak
hotel kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang dikaji
dari aspek: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengdisisina
kualitatif. Teknik prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari
penelitian ini adalah : 1Prose Impelementasi kebijakan pemungutan Pajak
Hotel kategori Rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sudah
dilaksanakan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, akan

tetapi yang perlu dibenahi dan diperhatikan dalam proses penetapgahyil

11 pikri Haykhal Arman fAnalisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapasin
Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covi® Di Kota Batard (Skripsi penelitian: Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Pekan BarBatam 2020)
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dimana banyaknya data yang ada dilapangan tidak sesuai data yang ada di
BKAD Kota Gorontalo melaluii pendataan, pemantauan dam pendaftaran secara
berkala untuk menetapkan wajib pajak bagi pemilik kos. 2) Faktor yang
menentukan keberhasilan implemesntieebijakan perda Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel Kategori rumah kos yang terdiri dari komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik serta
sesuai prosedur yang berlaku namun masih ada beberapa haltodatiefisebut

yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, misalnya kebijakan ini bisa diindahkan
oleh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu serta koordinasi dengan
pihak BKAD harus menjalani komunikasi yang erat, faktor lainnya yang perlu
diperhatikan adah ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang

karena pentingnya sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu

faktor utama pelayanan cepat dan puas yang dapat dirasakan maé;z/arakat
Persamaan penelitian diatas yang akan petalilisyaitu membahas

tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PA&apun perbedaannya, penelitian
sebelumnya terfokus dalammplementasi kebijakan pemungutan pajak hotel
kategori rumalkos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang dilkaji dari
aspek: wilayah pemungutan pajak kos, pemungutan tarif pajak, tata cara
pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak serta pengawasan (2) faktor
determinan implementasi kebijakan pemungutan pgagééd kategori rumah kos
di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontgi®dangkan penelitian yang akan
diteliti oleh peneliti lebih berfokus padingkat efektivitas penerimaanpajak
hotel di kabupaten pinrang ddragaiman&ontribusi pajak hotelerhadap total
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

5. Penelitian Aulia Rizki Yogi Putri IAIN Metro. Strategi Optimalisasi
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro (Studi
Kasus BPPRD Kota Metro), 12Pe@rilitian ini beujuan untuk mengetahui

strategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

12 Maryam Utina flmplementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di
KecamatanKota Tengah Kota Gorontado .(Skirpsi penelitian: Universitadl egeri Gorontalg jember
2021)
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Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan
digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir
induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi
kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatssii Daerah Kota Metro pada
BPPRD Kota Metro dilakukan dengan pemasangan alat monitoring, peningkatan
pelayanan melalui -eegistration, peningkatan kepatuhan wajib pajak,
optimalisasi penagihan, bekerjasama dengan dinas pariwisata, penyuluhan
kepada masyakat, dan optimalisasi keterampilan petugas pajak. Hasil dari
beberapa strategi optimalisasi yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, meskipun belum optimal, hal
ini dapat dilihat dari tahun 2018 sampai gan tahun 2020, setiap tahun
penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel cenderung menurun. Namun,
secara umum PAD Kota Metro periode Jarnmsember 2020 hasilnya
melampaui target. Meskipun demikian, masih ada beberapa jenis penerimaan
yang tidak mampmencapai target yang telah ditetapkan, seperti dari pajak hotel

pada tahun 2021 ditarget sebesar 360 juta. Namun, hingga bulan Juli tahun 2021

ini baru terealisasi sebesar Rp. 74.424.089.

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti iystabahas
tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perbedaannya, penelitian
sebelumnya terfokus dalastrategi optimalisasi kontribusi pajak hotel terhadap
Pendapatan Asli Dagh Kota Metro.Sedangkan penelitian yang akan diteliti
oleh peneliti lebih berfokus padangkat efektvitas penerimaanpajak hotel
di kabupaten pinrang dabagaimanakontribusi pajak hotel terhadap total

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

13 Aulia Rizki Yogi Putri fiStrategi Optimalisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PendapAtin
Daerah Kota Metro (Studi Kasus BPPRD Kota MedrojSkripsi penelitian:IAIN Metro, Kota Meto
2021)
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B. Landasan Teoretis
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian PendapatanAsli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal
dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal, pelaksanaan fungsi pemerintahan,
serta penyediaalayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut. PAD
berperan sebagai sumber utama keuangan daerah yang digunakan untuk
membiayaipembangunardan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Oleh
karena itu, kemajuan pembangunan di suatu daerah sdipgagaruhi oleh
sejauh mana daerah tersebut mampu menggali dan mengoptimalkan potensi
PAD- nya. Semakin besar PAD yang dapat dihimpun, maka semakin tinggi

pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui prograrprogram pembangunayangberkelanjutar%.4

Pendapatan Asbaerah(PAD) merupakarsumbermpendapatan utama
daerah yangdigunakan untuk mendukung pelaksanaanotonomi daerah.
Pemerintah daerah memanfaatkan PAD untuk membiayai berbagai urusan
pemerintahan dan pembangunan yagyai dengan karakteristik serta potensi
ekonomi daerah masingasing.Pendapatan ini berfungsi tidak hanya sebagai
alat pembiayaan, tetapi juga sebagai indikator kemandirian fiskal daerah,

karena pembangunan yang didanai oleh PAD secara langsung akan

memlerikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarsdxﬂnpa%.s
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundangundandan.

Berdasarkampendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah. PAdak hanya mencerminkan

kemampuan daerah dalammemanfaatkan potensi sumber dayasecara

14 Mahfudh, Haeruddin, Yusuf Analisis PeningkatanPendapatanDaerah Gowa: Cv. Berkah
Utami 2022 Hal. 29

15 Mahfudh, Haeruddin, Yusuf. Analisis PeningkatanPendapatanDaerah Gowa: Cv. Berkah
Utami 2022 Hal. 30
16 Sudirman L.Peran Perpajakan terhadap Pertumbuhan dan Keberlangsungan Bisnis Hotel dan
Restoran di ParepareKarya llmiah : IAIN Parepare. 2021
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optimal, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat
kemandirianfiskal daerah. Semakin besar dan efektif PAD yang diperoleh,
semakinkuat pula kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan,
mendukung pelaksanaan otonodaierah, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan bekbasisihan
lokal.
2. Sumber-Sumber PendapatanAsli Daerah
a. Pajak
Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk

membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami
terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sen8eperti diketahui bahwa
negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk
menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidasgjahteraan, keamanan,
pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan
negara yang dicantumkan didalam Pembukaan UUD 1945 pHuotea
keempat yang berbunyiMelindungi segenaangsandonesia dan seluruh
tumpah darahindonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksank&gertiban dunia

berdasarkan keadilan sosialo.

Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara
memerlukan dana untuk kepentingarsebutDanayangakan dikeluarkan ini
tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut
dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh
rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 Udddagg
Dasar 1945¢angmenegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah
berdasarkan undangindang. Berdasarkan hasil amandeméhlD 1945,
ketentuan tersebut menjadi diatur dalam Pasal 23A yang selengkapnya
berbunyi APaj ak dan pu@akpaiuntaknkeperlaiann vy e
negara diatur dengan undamgdang. Pemungutan pajak yang harus
berlandaskan undanghdang ini berarti pemungutan pajak tersebut telah
mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilannya di Dewan

7 wirawan B. llyas. HukumPajak Edisi 3. Jakarta: SalembangEmpat, 2007.Hal. 4
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Perwakilan Rakyat (DPR) yang béas d i Bertlasatkanfu r i di s 0 . De

asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara

. 18
dalam memungupajak.
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang
undang (yang dapatdipaksakan) dengamendapatjasatimbal (kontra

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayarpengeluaran umum.
Berdasarkaparaahli tersebuidapatdisimpulkanbawahPajakadalah

luran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah kenidas undang

undang. Pajak dibayar tanpa mendapatkaftasan langsung, tetapi hasil dari

pajak itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan

bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan

publik lainnya.

b. Pajak Hotel

1) PengertiarPajakHotel
Sesuai dengan Undatigndang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20
dan 21, Hotel salah satu industri sektor jasa bidang kepariwisataan,
keberadaan hotel semakin penting untuk masyarakat, karena hotel
menyediakan sarana dan @gnan bagi para pelanggandy®ajak Hotel
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang
dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada
pada seluruh daerah kabupaten atau kota yangliabalonesia. Hal ini
berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepamanerintah

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis

8 Wirawan B. Ilyas. HukumPajak Edisi 3. Jakarta: Salembang=Empat, 2007.Hal. 4-5

19 Wirawan B. llyas. HukumPajak Edisi 3. Jakarta: Salembang=mpat, 2007.Hal. 56

20 Andi Ayu Frihatni.AnalisisKinerja Keuangan Perhotelan Akibat Pandemi Ceifil Penulis
Karya llmiah : IAIN Parepare. 2019.

17



pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu
daerah kabupaten atau kotaemerintah daerah harus terlebih dahulu
menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak H&®etaturanitu akan
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan
pengenaarmanpemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang

bersangkutaﬁl.

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu

diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, daau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan
perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa
pun beserta fasilismya yang digunakan untuk mengindgn disewakan
untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melaks&ha
di bidang jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlafang diterima atau seharusnyalite rima
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai
pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan(bill) adalahbukti pembayaranyang sekaligus sebagai
bukti pungutan pajakjangdibuat olehwajib pajakpada saat mengajukan
pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta
fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2) Objek PajakHotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh derglan

pembayaran, termasulaga penunjangebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamang&rmasuk fasilitas

21 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada,
2010.Hal. 299
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olahraga dan hiburan. Jasgpenunjang sebagai kelengkapan hotel adalah
fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau

dikelola hotef"”
Dalam pengenaan Pajak Hotel, yangenjadi objek pajak termasuk
pelayanan sebagaimana di bawah
a) Gubukpariwisatacottage)
b) Motel
c) Wismapariwisata
d) Pesanggrahafmostel)
e) Losmen
f) Dan,rumahpenginapan.
3) BukanObjek PajakHotel
Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan
dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tedatkasuk objek

pajak, yaitu hahal di bawah ini”

a) Jasatempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat
atau pemerintah daerah.

b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian
apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin
usahanya.

c) Jasa tempat tinggal gusat pendidikan atau kegiategagamaan.

d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dapanti sosial lainnya yang sejenis.

e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang dapat dimanféain olehumum.

4) SubjekPajakHotel

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau

22 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada,
2010. Hal. 302

23 Marihot P. Sihaan.Pajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada,
2010.Hal. 303
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badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah
konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh
pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam
bentuk apa pun dalam lingkungan perusalaan pekerjaannya melakukan
usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian pagddotel subjek

pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yaggkmati
pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung)
pajak sementara orangribadi atau badan yang mengusahakan hotel
bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut
pajak dari konsumen (subjek pajak) damelaksanakan kewajiban
perpajakan lainnyalengan baik memberikan tambahan penerimaan asli
daerat??

Dalammenjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat
diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankateh undanguindang dan
peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab
secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atdmysan pajak
terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukan seorang kuasa dengan
surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memdwewajiban
perpajakannyg’

5) DasarPengenaan, TaridlanCara PerhitungaRajakHotel
1. DasarPengenaaiajakHotel
Dasar pengenaanPajak Hotel adalah jumlah pembayararatauyang
seharusnyalibaya kepadahotel. Jika pembayarandipengaruhi oleh
hubunganistimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar
harga pasar yang wajapada saat pemakaianjasa hotel. Contoh
hubunganstimewaadaldn orangpribadi ataubadanyangmenggunakan

jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak

24 Nurhalimah, Firman, Damiratkebangkitan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Parawisata
Karya limiah : Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2023

25 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada,
2010. Hal. 303
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langsung, beradadi bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi
atau badalyang sama.Pembayaramadalah jumlah uang yang harus
dibayar oleh subjekpajak kepadawajib pajak untuk hargajual baik
jumlah uang yang dibayarkanmaupunpenggantianyang seharusnya
diminta wajib pajak sebagaipenukaranatas pemakaiafasa tempat
penginapan dan fasilitagenunjang termasuk pula semua tambahan
dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usah® hotel.

2. Tarif PajakHotel
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 11% dan ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutami Hal
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai
dengan kondisi masiagasing daerah kabupaten/kota. Dengan
demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk

meneapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan

kabupaten/kota Iainnyzai.

3. PerhitungariPajakHotel
Besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaapajak®® Secaraa

umum perhitunganPajak Hotel adalahsesuai dengan rumus berikut

PajakTerutang DasarPengenaafajak: Tarif pajak

JumlahPembayarafHarusDibayarkan)

3. Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapatajuan suatu
organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka
organisasi tersebut telah berjalan dengaefektif. Indikator efektivitas

menggambarkanangkauarakibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output)

26 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada,
2010. Hal. 304

27 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada, 2010.
Hal. 305

28 Marihot P. SihaanPajak Daerah & RetribusDaerah Jakarta:PT RajagrafindoPesada, 2010.
Hal. 305
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program dalam mencapai tujuarogram. Semakin besar kontribusi output yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka

semakin efektif proses kerja suatu Lm'ganisa5|2.9 Efektif jika hasil yang dicapai
seperti yang di inginkan memerlukan analisa stratiegik statis melainkan
interaktif dan dinamis, maka hubungan antara penyebab dan hasilnya tidak tetap
atau pastt?
Teori efektivitas menurut Mahmudi terdapat indikator yang
memengaruhéfektivitas yaitu:3!
1. Pencapaian Target
Pencapaian targetengukur sejauh mana realisasi hasil suatu program atau
kegiatan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam
konteks pajak hotel, hal ini merujuk pada perbandingan am&aigsasi
penerimaan pajak hotalan target yang ditetapkan dala®PBD. Jika
realisasi mendekati atau melebihi target, maka dinilai efektif.
2. Kualitas Output
Kualitas output mengacu pada mutu hasil yang dicapai dari suatu program,
bukan hanya kuantitasnya. Dalam perpajakan, kualitas output dapat dilihat
dari kepuasan waj pajak kemudahan dalam proses pembayaran
transparansi informassertakeandalan sistem digitghng digunakan dalam
pemungutan pajak hotel
3. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian menilai ketepatan waktu dalam pelaksanaan suatu
kegiatan atau pencapaiamdet. Dalam konteks pajak hotel, ini bisa diartikan
sebagai ketepatan waktu dalam proses pemungutan, pelaporan, dan
pembayaran pajatdeh wajib pajak maupun oleh petugas penutizig.
4. Keputusan Staholder
Keputusan stakeholder mengacu pddikeungan dan r@ens dari pihalpihak
yang berkepentinganseperti pemerintah daerah, pengusaha hotel, dan
masyarakat. Efektivitas suatu kebijakan perpajakan akan lebih tinggi jika

29 Mardiasmo. PerpajakanEdisi Revisi Tahun2017 PenerbitAndi: Yogyakarta: 2017
30 Musmulyadi.Manajemen StrategParepare tAIN Parepare Nusantara Press. 2020
31 Mahmudi Manajemen kinerja sumber daya manudagyakarta: UPP STIM YKPN2015
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stakeholder menunjukkarkomitmen, partisipasi aktif dan kesepakan
bersamalalampengambilan keputusan serta pelaksana

5. Rasio Output Terhadap Input
Rasio ini mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya (input) untuk
menghasilkan hasil (output). Dalam pajak hotel, ini bisa menchktgpa
banyak penerimaan pajak yang diperoleh dilidgkan dengan biaya atau
tenaga yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut

Efektivitas dalam pengelolaan pajak hotel dapat diukur melalui beberapa
indikator utama, yaitu pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian,
keputusan stakeholder, ad rasio output terhadap input.Dengan
mempertimbangkan seluruh indikator ini secara komprehensif, pemerintah daerah
dapat menilai dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak hotel secara
berkelanjutan.

4. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang dikan atau dihasilkan, dalam hal
ini adalah sumbangan yang beragati pajak hotel dan pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli daerah (PAD). Pada pajak daerah, kontribusi merupakan
sumbangan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan
kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daefah.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat
diukur dengan membandingkan antara realisasi penerip@ak daerahdengan
realisasiPendapataisli Daerdn (PAD). Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
pendapatan asli daerah terdiri bukan hanya berasal dari pajak daerah tetapi juga

didapat dari retribusi akrah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan

pendapatan daerah ldmn yang sah’ Implementasi jujur dan amanah dalam

bekerja adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak

32 Seda, F.K.M. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadg Pendapatan Asli
Daerah Kota YogyakartaUniversitas SanataDharma. Yogyakarta.2018.
33 Undangundang Republik IndonesiaNo.33 Tahun 2004tentang Perimbangan
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curang, obyektif dalam menilai, dan sebagaitlya
Teori kontribusi menurut Kurt Lewin dengan teori Group Dynamics
terdapat 4 indikator yang memengaruhi kontribusi pajak hotel, yaitu :
1. Partisipasi Aktif
Partisipasi aktimerujuk pada keterlibatan langsung individu dalam kegiatan
organisasi, baikdalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program,
maupun evaluasi. Partisipasi ini menunjukkan tingkat kepedulian dan
tanggung jawab seseorang terhadap tugas dan tujuan bersama.
2. Kolaborasi dan Kerja Sama Tim
Kolaborasi dan kerja sama tiatlalah proses bela bersama antaranggota
kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi, pembagian
tugas, dan saling mendukung.
3. Dampak Terhadap Tujuan Organisasi
Mengukur sejauh mana kontribusi seseorang atau tim memberikan hasil nyata
yang mendukung pencapaiajuan organisasi, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
4. Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas merujuk pada pengembangan kemampuan,
keterampilan, dan pengetahuan individu maupun kelompok untuk
memberikan kontribusi yang lebih optimal di masanefatang.
Kontribusi dalam organisasi diukur melalui partisipasi aktif, kolaborasi
tim, dampak terhadap tujuan organisasi, dan peningkatan kapasitas. Keempat aspek
ini saling mendukung untuk mencapai hasil yang efektif dan pengembangan

berkelanjutan dalararganisasi.

34 Muhammad Kamal Zubaitmplementasi Etika Bisnis IslarRarepare Institut Agamaslam
NegeriParepare Nusantara Press. 2020

35 Mangkunegara, Anwar PrabManajemen Sumber Dajanusia.Bandung: Remaja Rosdakarya.
2017
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C. Kerangka Konseptual
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan

yang akan diteliti, maka perlu diberikan penegasan terhadap -stilah yang

digunakan dalam judul penelitian ini. Penegasadimaksudkan untuk memperjelas

makna dan ruang lingkup dari setiap kata kunci yang digunakan.

1. PendapataAsli Daerah(PAD)
Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis sebagianberutama pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Pajak
Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah
berdasarkan undangndang. Pajak dibayar tanpa mendapatkan balasan
langsung, tetapi hasil dari pajak itu akan digunakbah pemerintahuntuk
membiayaikepentingarbersama, seperti pembangunatanf, sekolah, rumah
sakit, dan pelayanan publik lainnya

3. PajakHotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakahateh Sedangkan
yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa teléaiya.

4. EfektivitasdanKontribusi
Efektivitas merupakan suatu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu
kegiatan, program, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai ukseg@uh mana suatu
tujuan atau sasaran berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia secara optimal. Sedangkan kontribusi merupakan suatu bentuk
partisipasi aktif yang diberikan oleh individu, kelompok, atau suatu pihak dalam
rangka mendukag tercapainya tujuan tertentu, baik dalam lingkup kegiatan,

organisasi, komunitas, maupun masyarakat secara luas.

D. Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah suatu konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu
masalah penelitian dapat dianalisis dhselesaikan berdasarkan tet@ori yang
relevan dan temuaemuan penelitian sebelumnya. Kerangka pikir ini untuk

memberikan arahan yang jelas dalam merancang dan melaksanakan penelitian,
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menunjukkan hubungan antara berbagai konsep, variable dan faktgrakan

diteliti. Adapun penjelasan bagan dibawa ini meng&fektiviasdan Kontribusi

Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PendapaAtsiaDaerah PAD).

1. BPKPD Kab. Pinrang
BPKPD Kabupaten PinrangBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah) adah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola
penerimaan pajak daeratermasuk pajak hotelPajak hotel ini merupakan
bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari pajak hotel,
restoran, hiburan, parkir, dan penggan jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2011, BPKPD diberi kewenangan
menetapkan dan memungut pajak hotel sebagai salah satu kontribusi penting
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Efektifvitas
Teori efektivitas menurut Bhmudi terdapat indikator yang memengaruhi
efektivitas, yaitu : pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian,
keputusan stakeholder, dan rasio output terhadap. input

3. Kontribusi
Teori kontribusi menurut Kurt Lewin dengan teori Group Dynamics paitdé
indikator yang memengaruhi kontribusi pajak hotel, yaifartisipasi aktif,
kolaborasi dan kerja sama tim, dampak terhadap tujuan organisasi, dan
peningkatan kapasitas.

4. Pajak Hotel
Pajak hoteladalah pajak yang dikenakan atas pelayanan geegliakan oleh
hotel kepada tamu atau pengguna jasa. Yang dimaksud dewtgéahi sini tidak
hanya tempat penginapan seperti hotel berbintang, tetapi juga meliputi
penginapan, losmen, wisma, guest house, homestay, dan sejep&amya
menyediakan jasa akwdasi, baik dengan atau tanpa fasilitas tambahan seperti
makanan, minuman, dan layanan lainnya.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PABJalah semua penerimaan yang diperoleh daerah
yang berasal dari sumbsumber dalamwilayahnya sendiri, yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang. berlak
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Jenisdan PendekatanPenelitian

Penelitian ini menunggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian
kualitatif digunakan untuk memahasecara mendalam proses, strategi, dan kendala
dalam pengelolaan serta pemungutan pdjakel yang berkontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini berfgkadasatuinstansiyaituBPKPD
Kabupaten Pinrang, sebagai lokasi studi untaknggali secara menyeluruh
bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hoéehadap PAD dijalankamalam
praktiknya.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang. BPKPD addlkimbaga atau instansitdigkat
pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kewukamgan
pendapatan daerah, termasuk penerimzgak daerah.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan daianggal 18 Juni s/d 25 Juni 2028ng dimana
kegiatannya meliputi : pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data

(analisis data), dan penyusunan hpsitelitian.
C. FokusPenelitian

Fokus penelitian ini merupakdatasan masalah untuk mempermudah dalam
penulisan penelitian ini. Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga
lebih khusus dan mendalam serfalas sesuai dengan kemampuan penulis.
Penelitianini lebih berfokus paddagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak
hotel danbagaimana kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah
(PAD).



D. Jenisdan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer
dan data sekunder.
1. Dataprimer

Data primer adaalah data yang diperoledtasa langsung dari hasil
wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan yang dipilih
berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti.
Informan utama dalam penelitian ini adalah Pejabat pada Badan Pengelolaan
Keuanga dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pelaku usaha sebagai
wajib pajak, dan anggota legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan
terhadap kebijakan pajak daerah.
Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui obsdamgsung

terhadapproses pemungutan daelaporan pajak daerah, guna memahami

praktik di lapangan secara kontekstual dan faktual.

2. Datasekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip
resmi yang berkaitan dengan objek penelitBokumen tersebultaporan
realisasi penerimaan pajak hotelata Pendapatan AslDaerah (PAD),
peraturan daerah terkait pajak daerah, sesédatan pelaporan dan
pengawasan pajak dari instansi terkait. Penggunaan kedua jenis data ini
bertujuan untuk mempedeh gambaran yang komprehengian mendalam

terhadap permasalahan yang dikaji, serta mendukung validitas temuan

melalui proses triangulasi antar sumber.
E. Teknik PengumpulanData
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpularkdataatif yang

bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik mengenai objek

36 Ismail SuardiWekke,dkk. iMetode Penelitian Sosiab (Yogyakarta: Metode Penelitian
Sosial,2019).HIm. 70.

37 FaridaNugrahani,iiMetode Penelitian Kualitatifdo ,(Solo: CakraBooks, 2014).HIm 113.



yang diteliti. Teknikteknik yang digunakan antara lain:
1. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemungutan,
pelaporan, dan pengasan pajak daerah. Observasi dilakukan secara
partisipatif dan berulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam
terhadap prosesdan dinamika di lapangan. Hasil observasi dicatat dalam
bentuk catatan lapangan yang menjadi bagian darpéaalitian.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara sedsmstruktur untuk memberikan ruang
kepada informan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, dan
pengetahuamerekasecarabebas namun tetap terarah sesuai dengan fokus
penelitian. Informan terdiri dari pejabat BPR, pelaku usaha hotederta
anggota legislatif daerah. Teknik ini digunakan untuk memperalata
primer yang kaya dakontekstual.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen
resmi, seperti laporan realisagenerimaan pajak, data Pendapatan Asli
Daerah (PAD),sertaperaturan daerahDokumen ini digunakan untuk
melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, serta
menjadi dasar dalam proses triangulasi data.
Ketiga teknik ini digunakan secarargadu untuk memastikan data yang
diperoleh valid, kredibel, dan mampu menggambarkan realitas sosial secara
menyeluruh.
F. Uji KeabsahanData
Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa
temuan penelitian bendenar mencermkan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh
karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data,

antara lain:

38 Feny, Wasil, Sri, dkk. fiMetode Penelitian Kualitatifo ,(Padang: PT. Global Eksekutif
Tekonologi,2022).



1. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan

dengan membandingkan darengcrossheck informasi dari berbagai sumber,

metode, dan waktu yang berbéda.

Dalampenelitianini, triangulasidilakukandengarcara:

1) Membandingkan dathasil wawancaradari beberapa informan, seperti
pejabat BPKPD, pelaku usalmatel serta pihalegislatif daerah.
2) Membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi, seperti laporan
realisasi penerimaan pajalan data PAD.
3) Melakukan observasi langsung terhadap proses pemungutan dan pelaporan
pajak.
2. PerpanjangaRengamatan
Peneliti melakukan pengetan secara mendalam dan berulalayng terhadap
aktivitas di BPKPD dan pelaku pajalagar dapat memahami konteks
permasalahasecaraituh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan
ketepatan data yang diperoleh.
3. MemberCheck
Teknik ini dilakukan dengan mengkonfirmasi kembadlsil temuan atau
rangkuman wawancara kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan

bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan maksud mereka. Member

check membantu menghindari salah tafsir oleh peﬁ%liti.

4. KecukuparReferensia{ReferentialAdequacy)
Dalam hal ini, data disimpan dalam bentuk dokumentasi (seperti rekaman
wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi) untuk memastikan bahwa

temuan dapat ditinjau kembali dan diverifikasi ji@gerlukan.

39 Sugiono.fiMetode Penelitian Kuantitatif, K u a | i, demR & D §Bandung:Alfabeta,
2013).HIm. 237

40 Sugiono.fiMetode Penelitian Kuantitatif, K u a | i, damR & D Bandung:Alfabeta,
2013).HIm. 253



G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data ini terdiri dari beberapa tahapan
penting yang dapat membantpeneliti untuk mengorganisir, mengolah, dan
memahami data secara lebih mendalam. Berikut atiztapan dalaranalisisdata:
1. ReduksData(Data Reductio
Pada tahap ini, peneliti menyaring, merangkum, dan memilihdddapenting
yangsesuai dengdokuspenelitian. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi yahgnggap relevan, untuk

menghindari data yang bersifat berlebiretau tidak berkaitah.

2. PenyajiarData(Data Display)
Data yang telah dirangkum kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif,
matriks, atau kategori tematik, agar memudahlameliti dalam memahami
hubunganantarinformasi dan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang
muncul di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikagignclusion Drawing and Verification
Peneliti menarik makna dari data yang telah disusiengan melakukan
interpretasi mendalam terhadap temuan. Kesimpulan bersifat sementara dan

terus diverifikasi melalui proses triangulasi, konfirmasi ke informan (member

: 42
check), serta pengecekan ulang terhattdqumentasi yang tersedia.

41 SanduSiyoto dan Ali Sodik, iDasar MetodologiPenelitiardo HIm. 123
42 SanduSiyoto dan Ali Sodik, iDasar MetodologiPenelitiard Him. 124



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di JI. Bintang. Macorawalie, Kec.
Watang Sawitto, Kab. PinrapgSulawesi Selatan, sebagai sasaran penelitian,
Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu pertama adstvasidi
mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas dan kontribusi
pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan astakdaligunakan secara aktif oleh
BPKPD Kab. Pinrang dalam proses indikator efektivitas dan indikator distribusi .
Yang kedua tahapamwawancaradengan sejumlah informan di antaranya pegawai
BPKPD Kab. Pinrang sebagai operator dalam kontribusi pajak haadlpan
terakhir yaitu dokumentasi. Seluruh hasil penelitian ini dianalisis dan disusun untuk

menjawab rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten

Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah peria@ng berkaitan
dengan bagaimantingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir :

fADalam mengukur tingkat efektivitas dalam pajak hotel Rumus yang
digunakan untuk menghitung tingkefiektivitas pajak adalah Tingkat
Efektivitas Pajak = (Realisasi Penerimaan Pajakrarget Penerimaan
Pajak) x 100% Data pencapaian pajak hotel di 2021 sampai 2024
hasilnya ketidakstabilan dalam kinerja penerimaan pajak. Pada tahun
2021, tingkatpencapaiannya 88,29%, yang berarti realisasi pendapatan
dari pajak hotel belum sepenuhnya mencapai target yang sudah

ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2022, sebesar 100,34% bahkan



melampaui target. tetapi tahun 2023 menurun menjadi 76,09%, dan
kembali mentun lagi pada tahun 2024 menjadi 71,98%. Penuruivan

karenamenurunnya kepatuhan wajib paggk

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap laporan realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa
Tingkat efektvitas pajak hotel merupakan indikator yang menunjukkan seberapa
besar keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak
hotel dibandingkan dengan target atau potensi yang telah ditetapkan. Untuk
menghitungnya, digunakan rumudgkfektivitas = RealisasiPenerimaanPajak
Hotel + Targetatau PotensiPajak Hotel) x 100%. Adapuningkat pencapaian
pajak hotel di Kabupaten Pinrang selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun
2021, realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 88,29% dari target yang
ditetapkan, menandakan bahwa capaian fiskal belum optimal. Namun, pada tahun
2022 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 100,34%, yang
menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target penerimaan. Meski demikian,
pencapaian tersebut tidak berlanpada tahustahun berikutnya. Pada tahun
2023, tingkat pencapaian menurun menjadi 76,09%, dan kembali turun pada tahun
2024 menjadi 71,98%. Penurunan bertdoutit ini mengindikasikan adanya
tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak hotel, seldayaer
intervensi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam mencapai

target pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Lantas apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKPD dalam

meningkatkan capaian target penerimaan Pajak Hotel:

ATentunya kami sel alu memil iKki str
dari Pajak Hotel. Pertama, kami mengidentifikasi hdtetel yang belum

terdaftar sebagai wajib pajak, kami juga menerapkan sistem monitoring,

43 Hj. Sitti Naharia, S.P., Staf BPKPRab. PinrangWawancara&Efektivitas dan Kontribusi Pajak
Hotel, 18Juni2025 Pukul : 10.00



kami juga rutin melakukan sosialisasi darukdsi kepada pelaku usaha
perhotel ano

BPKPD secara aktif menerapkan berbagai strategi upaya ini menunjukkan
komitmen BPKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui
pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Apa saja tdtoa
yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Pajak Hotel di

Kabupaten Pinrang :

fSalah satu keberhasilannya meningkatnya kesadaran para pelaku usaha
hotel untuk kewajiban perpajakan mereKalauyang menjadi kegagalan
kurangnya kegtuhan dari beberapa pelaku usaha yang belum secara
rutin melaporkan omzet mereka

Diketahui bawa pencapaian dan kegagalan pada realisasi pajak hotel ini

kurangnya kesadaran kepada para pelaku usaha hotel untuk membayar pajak.

Dalam pembangunan daerapakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel

sudah mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah secara signifikan

fiKalau kita lihat secara proporsional, kontribusi pajak hotel pada PAD
belum terlalu besar tapi hasil dari pajak hotel tetapmberikan kontribusi.
Hanya saja pajak hotel ini lebih bersifat sebagai pelengkap dari sumber
pendapatan lain. Untuknendukungpembangunan daerah itu masih sangat
kecilo*®

Dalamproses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajakagatelh

sudahberjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukamapa tantangan

44 H;j. Sitti Naharia, S.P., Staf BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Efektivitas dan Kontribusi Pajak
Hotel, 18Juni2025 Pukul : 10.00

45 Hj. Sitti Naharia S.P., Staf BPKPD Kab. Pinrang, Wawancara Efektivitas dan Kontribusi Pajak
Hotel, 18Juni2025 Pukul : 10.00
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utama yang dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses administrasi
penerimaan Pajak Hotel

ATentunya dalam proses penetapan, pemungutan, dan pelaporan Pajak
Hotel sudah mengiki alur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
regulasi daerah. Pelaku usaha hotel ini harus melaporkan setiap bulanan
omzetnya sekian berapa maka dari pendapatarkita ambil 1% untuk
menetapkan sekian pajak yang harus mereka bayarkan. Tentunya juga
apabila mereka membayar pajak tidak tepat wastau keterlambatan
akan dikenakan denda sebesar 1%. Kalau dalam keterlambatan proses
administrasi karena kurangnya sumber daya manusia yang menangani

proses pembayaran apal agi’ dating w:

Lantasapakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk memastikan

ketepatan waktu dalam proses pajak hotel :

nlya, pastinya ada sistem monitori
dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Hotel itu menggunakan aplikasi
pelaporn pajak online untuk menyampaikan laporan secara digital setiap

bul ar®hyad

Selanjutnya mengenapakah ada forum atau mekanisme koordinasi
rutin antara BPKPD dan stakeholder terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak
Hotel Dan sejauh mana masukan datakeholder dipertimbangkan dalam

pengambilan keputusan kebijakan pajak daerah, khususnya pajak hotel

fnAda, kami lakukan secara rutin langsung berkoordinasi dengan berbagai
stakeholder terkait, seperti pelaku usaha perhotethnas pariwisata

Biasanya kami lakukan forum diadakan minimal sekali dalampiode
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untuk menyampaikan informasi, evaluasi, masukan terkait capaian pajak
hotel. Apabila ada masukan khususnya dalam kebijakan baru atau

melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang sadabf*®

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BPKPD secara
rutin melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti pelaku usaha
perhotelan, Dinas Pariwisata, dan asosiasi hotel melalui forum yang diadakan
minimal sekali dalam satu senbes Forum ini menjadi wadah untuk
menyampaikan informasi, mengevaluasi capaian Pajak Hotel, serta menampung
masukan. Masukan tersebut dipertimbangkan secara serius, terutama dalam

perumusan kebijakan baru atau penyesuaian peraturan yang sudah ada.

Selainitu, bagaimana Bapak/lbu menilai kualitas data dan laporan yang

dihasilkan dari sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini :

fiKalau dari sisi kualitas, melihat data dan laporan yang dihasilkan
dari sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini sudah lzgk, lagikan
sistem itu sudah akurat datanya untuk melihat pencatatan atau

pel apor®n PADO

Dalam pelaporan apakah rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak
yang berhasil dipungut saat ini sudah ideal. Jika belum, langkah apa yang
sebaiknya dilakukan untuk meniragkan efisiensi dalam sistem pemungutan

Pajak Hotel?

fSoal rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang berhasil
dipungut, saat ini memang belum bisa dikatakan sepenuhnya ideal.
Masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan, terutama efisiaiaim

operasional pemungutan dan pengawasan. Untuk itu, salah satu cara
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yang dilakukan dengan memperkuat sistem digitalisasi juga perlu
meningkatkan kapasitas SDdlamp e manf aat a% teknol o

Menarik dipertanyakan mengenai bagaimana menilai kesesudsma an
hasil atau output penerimaan Pajak Hotel dengan jumlah sumber daya yang telah
dikeluarkan, baik dari segi biaya operasional, waktu, maupun tenaga kerja yang

terlibat dalam proses pemungutannya :

AnKal au kami l i hat dar.i s Pagmk Hotele s e s 1
dengan sumber daya, memang masih perlu dievaluasi secara
menyeluruh. Dari segi waktu dan tenaga kerja, proses pemungutan dan
pengawasan juga cukup menyita, karena kami masih harus melakukan
pengecekan manual terhadap laporan yang masuk, apkddau belum

semua pelaku usaha menggwnakan si s

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesesuaian antara output penerimaan Pajak Hotel dengan sumber daya yang
dikeluarkan masih belum optimal dan memkal evaluasi lebih lanjut secara
komprehensif. Proses pemungutan dan pengawasan saat ini dinilai cukup
memakan waktu dan tenaga kerja, terutama disebabkan oleh masih terbatasnya
pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital oleh pelaku usaha. Hal ini
menunukkan perlunya peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan perbaikan
sistem administrasi perpajakan daerah.

2. Bagaimana lontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah
(PAD) Kabupaten Pinrang

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan &sgan dan Pendapatan

Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang yang terletak di JI. Bintang. Macorawalie, Kec.
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Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian merujuk pada
rumusan masalah kedua yang berkaitan dergayaimana kontribusi pajak
hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pinrang

AUntuk menghitung kontribusi pajak hotel, digunakan rumus yaitu
kontribusi = (penerimaan pajak hoteltotal penerimaan PAD¥ 100%.

Kalau secara keseluruhan kontribusi Pajak Hotel asrgolong kecil

jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, dilihat dari laporan
realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak mecapai target, tahun 2022
mencapai target, tahun202802 4 ti dak ngncapai ta

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disikapubahwa kontribusi
Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang secara
keseluruhan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis pajak
daerah lainnyaKontribusi pajak hotel merupakan ukuran yang menunjukkan
seberapa besaumbangan penerimaan dari sektor pajak hotel terhadap total
penerimaan pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk
menghitung kontribusi ini, digunakan rumus yakontribusi = Penerimaan
Pajak Hotel + Total Penerimaan PADX 100 %. Berdasarkan data realisasi
penerimaan pada tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi capaian
target. Pada tahun 2021, penerimaan sebesar Rp190.698.123,00 tidak mencapai
target. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar
Rp216.740.36,00 yang berhasil memenuhi target. Namun, pada tahun 2023 dan
2024 kembali terjadi penurunan masimg@sing menjadi Rp164.344.582,00 dan
Rp155.480.389,00, dan keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Kontribusi Pajak Hotel masih belum stabdn belum dapat dijadikan sebagai
sumber dominan dalam struktur PAD, sehingga diperlukan strategi optimalisasi
dan penguatan sektor perhotelan untuk meningkatkan kontribusinya secara

berkelanjutan.
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Latasbagaimana Bapak/ibu menilai tingkpartisipasi aktif dari para
pelaku usaha hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh
mana hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Pinrang :

ATi ngkat partisipasi pperheaklpwn balusna h a
merata.Hotel yang sudah lama beroperasi menunjukkan kepatuhan yang
cukup baik, mereka rutin membayar pajak hotel. Namun, masih ada juga
pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami atau

melaksanakan kewajiban perpajakan dengannoptiP* o

Selain itu, sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dan
dengan stakeholder terkait lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan

penerimaan Pajak Hotel sebagai kontributor utama PAD :

AKal au k oo tirddi BP&KBD cukaprberjalan eféf, terutama
antara tim pendataan, penagihan, dan pengawasan. Untuk kerja sama
dengan stakeholder eksternal sepedinasp pariwisata dan pelaku
usaha hotel tentunya kami melaksanakan sosialisasi bersama dan
pendampingan teknis pelaporan pajeépada pengusaha hotel. Dinas
Pariwisata juga mendukung dengan memberikan data usaha hotel yang
terdafta¥ dan aktifo

Dalamkontribusi Pajak Hotel secara signifikapakah mempengaruhi
pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah daerah, khusasmgendl

pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik :

AWalaupun jumlahnya kecil tetapi penerimaan dari sektor ini turut

menyumbang pendanaan untuk propedyek strategis seperti
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peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, perbaikan fasilitas
umum,atau program layanan publik yang berkaitan langsung dengan

kenyamanan warga dan wisataveah

Meskipun kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
masih relatif kecil, namun sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung
pembiayaan berbagai qgram pembangunan. Selain itu, sejauh mana
peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun pengalaman
lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan pengelolaan Pajak

Hotel secara profesional dan akuntabel :

fiLagi dan lagi peningkatarkapasitas SDM, baik melalui pelatihan
formal maupun pengalaman teknis di lapangan, sangat berpengaruh
terhadap kualitas pengelolaan dan pengawasan pajak. Ada beberapa
pegawai mengikuti pelatihan pajak daerah dan penggunaan aplikasi
monitoring digital, yanderbukti meningkatkan akurasi pengawasan dan
efisiensi kerja. Staf BPKPD juga memberikan pembinaan kepada pelaku
usaha hotel, melakukan verifikasi lapangaihkan tetapi,pelatihan

masih perlu ditingkatkan dan dirancang secara berkelamjLba

Selanjutnyagpa inovasi, program digitalisasi, atau kebijakan baru yang
direncanakan atau telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan
kontribusi Pajak Hotel ke depan :

AProgram di gi t amenggamkapembayararsdigdah h a c
via QRISsudah diterapkan untuk pajak daerah, termasuk pajak hotel,
sebagai bagian dari upaya mempermudah transaksi dan meningkatkan
pencatatan omset wajib pajalRencanya itu kita hanya mengikuti

pemerintah saja yang sesuai dengan undandangyang diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang
menggantikan Undanrgndang Nomor 28 Tahun 200®an untuk
meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak hotel hanya cukup
bagaimana pelakwsaha ini menyadari akan hal kewajibannya untuk

membayar® paj ako

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program
digitalisasi perpajakan telah difasilitasi melalui aplikasi yang tersedia dan
implementasinya diselaraskan dengan regulasi sestantian perundang
undangan yang berlaku. Upaya peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak,
khususnya di sektor perhotelan, pada dasarnya bergantung pada tingkat
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya

secara bertanggurawab.

Selanjutnya megenai pelaku usaha hotel terhadap Hotel Syariah Atiga
Kab. Pinrang mengenai apakah usaha hotel tersebut sudah terdaftar sebagai waji

pajak daerah ?

fiTentunya sudah terdaftar dan aktif dalam melaporkan pajak secara

rut¥®no.

Lantas, Amkah anda perna mengalami kendala dalam proses pelaporan

atau pembayaran pajak daerah?

fiBiasanya terkendala pada teknis seperti keterlambatan jaringan dalam
sistem online pada aplikasi yang digunakan pada BPKPD Kab. Pinrang
akibatnya kita sebagai pelaku al|a menunggu beberapa menit sampai

administrafinya | ancaro
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Selanjutnya, apakah anda merasa pemerintah daerah sudah cukup

transparan dan komunikatif soal kebijakan pajak daerah?

fiMenurut saya, kami merasa bahwa pemerintah daerah telah
menyediakan informasi yang cukup jelas terkait kebijakan pajak. Semua
perubahan atau pembaruan aturan juga disampaikan dengan baik dan tepat

wak®uo

B. Pembahasan
1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang

Tingkat efektivitas pajakmerupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana realisasi penerimaan pajak mampu mencapai target yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumus yang digunakan untuk menghitung
tingkat efektivitas pajak adalah Tingkat Efektivitas Pajak = (Rdahsi
Penerimaan Pajak Target Penerimaan Pajak) x 100Bengan menggunakan
rumus ini, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan dan administrasi
perpajakan berjalan secara optimal. Apabila hasil perhitungan menunjukkan
angka mendekati atau melebihi 100%@ka pemungutan pajak dianggap efektif.
Sebaliknya, jika nilainya jauh di bawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah belum mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah
direncanakan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat
kepduhan wajib pajak yang rendah, kelemahan dalam pengawasan, atau kondisi
ekonomi yang kurang mendukung.

Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang selama
tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif yang menandakan
ketidakstabila dalam kinerja fiskal daerah, khususnya dalam sektor pajak hotel.
Pada tahun 2021, tingkat pencapaian sebesar 88,29% mencerminkan belum
optimalnya realisasi pendapatan dibandingkan target yang ditetapkan.
Sementara itu, pada tahun 2022 terjadi lonjak@aiea menjadi 100,34%, yang

bahkan melampaui target dan menunjukkan efektivitas tinggi dalam pengelolaan
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pajak hotel. Namun, pencapaian tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun
2023 dan 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan raasismg
merjadi 76,09% dan 71,98%. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu
faktor penyebab utama penurunan ini adalah menurunnya kepatuhan wajib
pajak, yang turut mempengaruhi rendahnya efektivitas pemungutan pajak hotel.
Jika dikaji lebih dalam berdasarkan teefektivitas dari Mahmudi,
kondisi tersebut dapat dianalisis melalui lima indikator utama. Pertama, dari sisi
pencapaian target, hanya tahun 2022 yang memenuhi syarat sebagai efektif
karena realisasinya melebihi target. Talaimun lainnya menunjukkan hias
yang kurang dari 100%, menandakan pencapaian yang belum optdapun

berdasarka data yaitu :

DAFTAR : LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG
KEADAAN : PERIODE 1 JANUARI 5/D 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN : 2021
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.) L] JUMLAH (Rp.) % SISAANGGARAN KET
BULAN LALU (Rp.) BULAN INI {(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
|JA. PENDAPATAN ASLI DAERAH 139.903.324.496,00 98.229.032.284,48 35.837.623.200,85 134.066.655.485,33 95,83 5.836.669.010,67
1. PAJAK DAERAH 30.790.564.000,00 32.523.924.101,00 3.268.290.781,00 35.792.214.882,00 | 116,24 {5.001.650.882,00)
Badan b Daerah 30.790.564.000,00 32.523.924.101,00 3.268.290.781,00 35.792.214.882,00 | 116,24 (5.001.650.882,00)|
- Pajak Hotel 216.000.000,00 152.930.090,00 10.768.033,00 190.698.123,00| 88,29 25.301.877,00
- Pajak Restoran 1.375.000.000,00 1.498 638.278,00 250.108.104,00 1.748.796.382,00 | 12719 (373.796.382,00)
- Pajak Hiburan 12.100.000,00 5325.216,00 6.891.502,00 12.216.718,00 | 100,96 (116.718,00),
- Pajak Reklame 192,600.000,00 237.083.057,00 £3.412.846,00 320.495.903,00 | 16540 {127.895.903,00)
- Pajak Penerangan Jalan 15.239 864 000,00 15.835 062 336,00 1599.187.128,00 17.434.249.464,00 | 114,40 (2.194.385.464,00)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 600.000.000,00 619.145.518,00 241.489.755,00 860.635.273,00 | 143.44 (260.635.273,00)
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.541.500.000,00 8.562.694.347,00 346.608.463,00 8.903.303.410,00 | 104,31 {367.803.410,00)
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4.613.500.000,00 5.605.994.659,00 709.824.950,00 6.315.819.609,00 | 136,90 (1.702.319.609,00))
Gambar 3.PerbandiganRealisasi dan Target Pajak Hotelhun 202
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)
DAFTAR : LAPORAN REALISAS| PENDAPATAN A5LI DAERAH KABUPATEN PINRANG
KEADAAN : PERIODE 1 JANUARI 5/D 30 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 12022
REALISASI SISA ANGGARAN
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.) JUMLAH (Rp.) % KET
BULAN LALU (Rp.) BULAN INI (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 147.850.939.510,00 120.885.232.714,63 37.236.325.029,00 158.121.561.743,63 | 106,95 (10.270.622.233,63)
1. PAJAK DAERAH 39.659.864.000,00 38.347.216.311,90 4.301.047.883,00 42.648.264.194,90 | 107,54 (2.988.400.194,90)
Badan P lol, K dan Pendap Daerah 39.659.864.000,00 38.347.216.311,90 4.301.047.883,00 42.648.264.194,90 | 107,54 (2.988.400.1%4,30)
- Pajak Hotel 216.000.000,00 162.408.841,00 54.331.895,00 216.740.736,00 | 100,34 (740.736,00)
- Pajak Restaran 2.100.000.000,00 2.352.932.638,90 457.132.719,00 2.810.065.357,90 | 133,81 {710.065.357,90)
- Pajak Hiburan 12.500.000,00 14.282.126,00 14.282.126,00 | 114,26 (1.782.126,00)
- Pajak Reklame 250.000.000,00 263.631.956,00 74.049.782,00 337.681.738,00 | 135,07 (87.681.738,00)
- Pajak Penerangan Jalan 18.238.864.000,00 18.350.084 681,00 1.834.626.966,00 20.193.711.647,00 | 110,71 (1.953.847.547,00)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.200.000.000,00 1.628.308.648,00 767.831.080,00 2.396.139.738,00 | 108,92 {196.139.739,00)
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10.141.500 000,00 5224 919 550,00 212.212.211,00 9.437.132.161,00 93,05 704.367.839,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000 000,00 6341 647 470,00 900.863.220,00 7.242.510.690,00 | 111,42 {742.510.690,00)

Gambar 310 Perbandingan Realisatan Target Pajak Hot&lahun 202
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)




DAFTAR : LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG
KEADAAN : PERIODE 1 JANUARI 5/D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 12023
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.} SEALLA JUMLAH (Rp.) % $ISA ANGGARAN KET
BULAN LALU (Rp.) BULAN INI (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 [ 7 8
|JA. PENDAPATAN ASLI DAERAH 184.890.081.765,00 128.218.451.552,94 46.994.779.059,05 175.213.230.611,99 94,77 9.676.851.153,01
1. PAJAK DAERAH 43.429.864.000,00 41.353.435.111,00 4.825.546.052,00 46.178.981.163,00 | 105,33 (2.749.117.163,00),
Badan Pengelolaan Keuangan dan Per Daerah 43.429.864.000,00 41.353.435.111,00 4.825.546.052,00 46.178.981.163,00 | 106,33 (2.745.117.163,00)
- Pajak Hotel 216.000.000,00 143.147.215,00 21.197.363,00 164.344.582,00 76,09 51.655.418,00
Pajak Restoran 2,600.000.000,00 2.600.966.275,00 467.377.644,00 3.068.343.819,00 | 11801 (458.343.915,00))
Pajak Hiburan 12.500.000,00 4.520.000,00 4.920.000,00 39,36 7.580.000,00
Pajak Reklame 270.000.000,00 295.637.463,00 120.506.480,00 420.143.943,00 | 15561 (150.143.943,00))
Pajak Penerangan Jalan 19.889.864.000,00 19.655.561.944,00 1.980.087.445,00 21.635.649.389,00 | 108,78 (1.745.785.385,00))
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.000.000.000,00 4.036.910.518,00 £62.349.605,00 4.899.260.127,00 | 12248 (B59.260.127,00))
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9.941.500.000,00 8.876.741.139,00 422.863.736,00 9.299.604.875,00 93,54 641.895.125,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 5.735.550.553,00 951.163.775,00 6.686.714.328,00 | 102,87 (186.714.328,00)|
Gambar 310 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hatblun 203
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)
DAFTAR + LAPORAMN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG
KEADAAN : PERIDDE 1 JANUARI 5/D 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN $2024
IENIS FENERIMAAN TARGET (Rn.} BEALIEAS) JUMLAH (Rp.| * SISA ANGGARAN KET
BULAN LALU (Rp.| BULAN I {fip.| (Rp-)
1 2 3 4 5 & rd a
A. PENDAFATAMN ASLI DAERAH 205.T62.530.517,00 130.628.099.247 56 46.892.924.370,28 177.521.023.617,99 25,27 28.241.507.299.05
1. PAIAK DAERAH A7.674.964.000,00 43.348 267.120,00 4.905,042.503,00 £8.253.309.623,00 | 101,71 (578.345.623,00)|
FEIT 26.020.854 000,00 23520 439 862,00 2535 105.156,00 26.756.605.038,00 | 102,83 1735.741. 003,00
- Fajak Hotel 216.000.000,00 141.480.136,00 14.000.253,00 155480, 353 00 71,38 0519.611,00
Fajak Makanan dan/atau Minuman {Restoran) 3.300.000.000,00 2 353 626.864,00 744.450.681,00 308808754500 | o682 101912 455,00
Fajak Hiburan 15.000.000,00 17.981.782,00 1.054.557,00 18.096.33900 | 12691 14,035 333,00
Fajak Tenaga Listrik |FRI) 22 589.868.000,00 71.607.411.100,00 2.076.589.665,00 23.484.000. 76500 | 103,96 [£34 136 765,00
Fajak Feklame 332.600.000,00 397.854.996,00 145.484.875,00 163,36 (210739 5?1.0%
Fajak Air Tanah 50.000.000,00 7.887.360,00 108,23 14.115.080,00)
Fajak Sarang Bunng Walst 30.000.000,00 7,38 37 785 BO000
Fajak Minaral Sukan Logam dan Batuan 4.500.000.000,00 1.108.015.254,00 110,88 72702400
Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotazn 10 241.500.000,00 249.258.539,00 BEAE 1179447 B14.00
Biea Perolehan Hak Atas Tanah dan Sangunan 5.500.000. 000,30 5.288.865.895,00 558.281.315,00 105,38 1247 157 214 001

Gambar 311 Perbandingan Realisaan Target Pajak Hot&lahun 202

(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Kedua, kualitas output dapat diasumsikan menurun, terutama jika
dikaitkan dengan kepuasan wajib pajak dan kurangnya inovasi atau perbaikan
sistem pelayanan digital yandigunakan dalam proses pemunguigejak
menggunaka sistem aplikaSipakkamajaterkendala dalam koneksi jaringan
yang masih kurang stabiPemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah menerapkan
aplikasi Sipakkamajesebagainovasi dalam sistem pemungutan pajak daerah.
Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pajalekaligus memudahkan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibaperpajakannyasecaracepat dan tepatDengan



penggunaanSipakkamaja BPKPD Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik, modern, dan responsif kepada
masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah secara
berkelanjtan.
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Gambar 312 Aplikasi Pajak Daeraiipakkamaja
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)
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Gambar 313 Pengimputan Pajdkaerah
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)



Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adsalaht yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah yang berisi penetapan besarnya jumlah pokok pajak daerah
yang terutang oleh wajib pajak dalam suatu masa atau tahun pajak tertentu. SKPD
dapat memuat informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar, sanksi
administrasi (jika ada), daanpgka waktu pembayaran. Surat ini berfungsi sebagai
dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak serta
sebagai pemberitahuan resmi kepada wajib pajak mengenai kewajiban
perpajakannya.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, keterlanmbpéganbayaran pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sebelumnya, sanksi ini dikenakan
sebesar 2% per bulan, kemudian disesuaikan menjadi 1% per bulan. Namun, sejak
diberlakukannya Undangndang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
pada tahur2021, besaran bunga tidak lagi bersifat tetap, melainkan dihitung
berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap
bulan ditambah margin tertentu. Meskipun demikian, secara prinsip, sanksi ini
tetap dikenakan atas jumlah pajak gatbayar setelah jatuh tempo, dan dihitung
per bulan keterlambatan, dengan batas waktu maksimal tertentu. Misalnya, jika
seorang wajib pajak terlambat membayar pajak selama dua bulan, maka
dikenakan bunga sesuai tarif yang berlaku dikalikan dengan jyoladk pajak
terutang dan lama keterlambatan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong

kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Bintang No. 1, Telp. 0421-923658 Kode Pos : 91212 Kec. Wattangsawito
.
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
Nomor: 0302/SKPD/07/2025
Masa Pajak : 01 June 2025 s.d. 30 June 2025
Tahun : 2025
Nama Waijib Pajak 3 IR.H.ABDUL MUKTI AS'AD
Alamat ©t JLKUMALA
Nama Usaha : HOTEL SYARIAH ATIQA
Alamat Usaha : JLJEND.SUDIRMAN
NPWPD © 271.030.007.0050
Tanggal Jatuh Tempo ) 2025-08-08
:  Masa Pajak Bulan JUNI Tahun 2025
No|  Kode Rekening Jonis Pajak Daerah | Jumiah (Rp.)
1 4.1.01.06.01.001 Pajak Hotel 5,075,000
Jumiah Ketetapan Pokok Pajak 5,075,000
e A P
b. Kenaikan of
Neniah $i757565
Dengan Huruf:  LIMA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH i
| PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BPKPD atau Kas Daerah (Bank Sulsebar, No Rekening : 050001
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Harap Penyetoran Pajak OPSEN dilakukan metalui BKP atau RKUD Provinsi Sul-Sel (Bank

1300010000067319) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak  (SSPD)
3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waklu paling lama i sete
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Gambar 313 Surat Ketetapan Pajak Daerah
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Surat SetorarPajak Daerah (SSPD) adalah dokumen yang digunakan
oleh wajib pajak sebagai bukti telah melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak daerah kepada kas daerah melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang
ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dokumen ini menmfarmasi mengenai jenis
pajak, masa pajak, jumlah yang dibayarkan, serta identitas wajib pajak. SSPD
berfungsi sebagai bukti sah bahwa kewajiban perpajakan daerah telah dipenuhi,

dan biasanya dilampirkan bersama laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah



(SPTPD). Selain itu, SSPD juga menjadi arsip penting bagi administrasi
perpajakan baik di pihak wajib pajak maupun pemerintah daerah.

Gambar 314 SuraiSetoran Pajak Daerah
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode
QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran
Indonesia untuk menyatukan berbagai jenis kode QR dari penyedia jasa



pembayaran di Indonesia. QRIS digunakan sebagtide pembayaran nounai

yang praktis dan efisien, termasuk untuk pembayaran pajak, retribusi daerah, dan
layanan publik lainnya. Melalui QRIS, wajib pajak dapat melakukan pembayaran
hanya dengan memindai satu kode QR menggunakan aplikasi dompetithgital
mobile banking yang mendukung QRIS. Dengan demikian, QRIS bukanlah
tempat pembayaran, melainkan sarana pembayaran digital yang semakin banyak
digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakan secaratelpn aman.

1 Standar $
RIS I, ., »

PAJAK HOTEL KAB PINRANG

NMID : 1D2021067844005

Dicetak Oleh : Bank Sulselbar
Versi Cetak : 1.0-2021.0407

Gambar 315 Qris Pajak Hotel Kab. Pinrang
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Bukti pembayaran QRIS adalah dokumen atau tampilan digital yang
diberikan kepada pengguna setelah berhasil melakukan pembayaran melalui
sistem QRIS (Quick Respan<ode Indonesian Standard). Bukti ini biasanya
muncul di aplikasi dompet digital (seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau
mobile banking) setelah pengguna memindai kode QR dan menyelesaikan
transaksi. Isi bukti pembayaran QRIS umumnya mencakup namaaneitau
instansi penerima (misalnya: Bapenda atau Pemerintah Daerah), tanggal dan

waktu transaksi, jumlah uang yang dibayarkan, nomor referensi transaksi, serta



status pembayaran (berhasil/gagal). Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk digital
(screenshoatau file PDF) dan sering digunakan sebdgaipiran laporan atau

bukti sah pembayaran

W

BRImo

Transaksi Berhasil

Tanggal

Nomor Referensi

Sumber Dana

Jenis Transaksi

Nama Merchant
Lokasi Merchant
Nama Penerbit
Nama Acquirer
Nomor Invoice

Kode PAN Pelanggan
Merchant PAN

ID Terminal

18 Nov 2024 | 10:23:46 WIB
762767906032

oot ool
Pembelian QRIS

PAJAK HOTEL PINRANG
PINRANG

QRIS BRI

Sulselbar Mobile
02139551389596802139
9360000210086796069
936001260050001358
A01

Catatan

Nominal Rp1.567.556
Nominal Tip Rp0O
Biaya Admin Rp0O
Total Rp1.567.556

Gambar 316 Bukti Pembayaran
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Surat Tanda Setoran (STS) adalah dokumen resmi yang digunakan
sebagai bukti penyetorapenerimaan daerah ke kas daerah oleh bendahara
penerima atau pihak lain yang bertugas memungut pendapatan daerah, seperti
pajak, retribusi, atau penerimaan sah lainnya. STS memuat informasi mengenai
jenis penerimaan, jumlah uang yang disetorkan, tangggkparan, serta identitas
penyetor. Dokumen ini biasanya digunakan dalam rangka pertanggungjawaban

atas penerimaan daerah dan menjadi bagian penting dalam sistem administrasi



keuangan daerah. STS juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pelaporan dalam
penglolaan keuangan pemerintah daerah.

Gambar 316 Surat Tanda Setoran
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)

Ketiga, dari sisi waktu penyelesaian, dugaan adanya keterlambatan
dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat menjadi hambatan

tersendiridikarenaka jaringan yang kurang stabil dalam pengimputan pelaporan



pajak di aplikasi Sipakkamaj®dapun Standar Operasional Prosed@OP
dalam pajak daerah pada BPKPD Kab. Pinrang :

Gambar 316 SOP Pajak Daerah BPKPD Kab. Pinrang
(Sumber Data : BPKPD Kab. Pinrang)



Keempat, keputusan yang diambil oleh para stakeholder utama,
khususnya pelaku usaha hotel dan pemerintah daerah, belum sepenuhnya
mencerminkan adanya partisipasi aktif maupainergi yang kuat dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Dalam banyak kasus,
kebijakan yang diimplementasikan cenderung bersifat sepihak, tanpa melalui
mekanisme dialog atau musyawarah yang melibatkan pelaku usaha secara
langsung. Hal ini mergbabkan kebijakan perpajakan yang seharusnya menjadi
instrumen untuk memperkuat kontribusi sektor perhotelan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) justru kurang mendapat dukungan dari piifa&kk yang
seharusnya menjadi mitra utama dalam pelaksanaannyydaklgadiran pelaku
usaha dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya mengurangi efektivitas
implementasi di lapangan, tetapi juga melemahkan rasa memiliki dan tanggung
jawab bersama terhadap keberhasilan sistem perpajakan daerah. Di sisi lain,
peran pementah daerah sendiri masih belum maksimal dalam membangun
komunikasi dua arah dan menciptakan ruang kolaboratif yang mendorong
keterlibatan aktif seluruh stakeholder terkait. Kondisi ini memperlihatkan
adanya celah koordinasi dan kurangnya integrasiegfirdintas sektor yang
seharusnya menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pajak hotel secara
menyeluruh.

Terakhir, apabila ditinjau dari sudut pandang efisiensi, yaitu melalui
analisis rasio antara output dan input dalam pelaksanaan kebijakan gajak ho
maka muncul pertanyaan serius terkait efektivitas pengelolaan sumber daya
yang telah digunakan. Rasio output terhadap input mencerminkan seberapa besar
hasil (dalam hal ini penerimaan pajak hotel) yang dapat dicapai dibandingkan
dengan sumber daya yaelah dialokasikan, baik dari segi anggaran, tenaga
kerja, waktu, maupun fasilitas pendukung lainnya. Namun kenyataannya,
penerimaan pajak dari sektor perhotelan menunjukkan kecenderungan menurun
dari tahun ke tahun, sementara sumber daya yang digunakdnmendukung
pelaksanaan kebijakan tersebut relatif tetap atau bahkan meningkat. Fenomena
ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan pajak hotel masih rendah,

karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya usaha dan biaya



yang dikelarkan. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya evaluasi
menyeluruh terhadap mekanisme pengumpulan pajak hotel, termasuk
pendekatan strategi, penggunaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia,
serta hubungan kemitraan dengan pelaku usaha. Tanpa adanyikaperba
mendasar dalam aspek efisiensi ini, maka sulit bagi sektor perhotelan untuk
menjadi pilar yang kuat dalam mendukung pertumbuhan PAD secara
berkelanjutan.

Pola penurunan efektivitas ini memiliki kemiripan dengan hasil
penelitian Kustanti Dian Puspitasa2022) di Kota Semarang, di mana
meskipun penerimaan pajak hotel dari sisi nominal terus meningkat selama
2018 2020, tingkat efektivitasnya justru menunjukkan penurunan setiap
tahunnya. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 118,75% (sangat efektif),
namun menurun menjadi 106,10% pada 2019 dan 88,26% pada 2020. Penurunan
ini diikuti dengan menurunnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD, yang pada
akhirnya menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan nominal belum tentu
mencerminkan efektivitas apabila tiddibarengi dengan peningkatan sistem
dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menguatkan pola yang terjadi di
Kabupaten Pinrang, di mana meskipun sempat mencapai puncak efektivitas pada
2022, kinerja fiskal kembali menurun karena lemahnya Kkonsistensi
implemenasi strategi dan koordinasi anttakeholder.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas
penerimaan pajak hotel tidak hanya bergantung pada pencapaian target,
melainkan juga pada variabehriabel pendukung lainnya seperti kefan
wajib pajak, keandalan sistem informasi, serta peran aktif dari stakeholder
terkait. Pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan
melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha hotel,
meningkatkan kualitas pelayananjgila serta memaksimalkan penggunaan
teknologi digital yang memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak.
Selain itu, pemantauan berkala terhadap rasio cirput perlu ditingkatkan
untuk memastikan bahwa biaya administrasi pajak sepadan dengangtandap

yang dihasilkan. Pendekatan ini sejalan dengan indikator efektivitas dari



Mahmudi, yang menekankan pentingnya keterpaduan antara pencapaian
kuantitatif dan kualitas tata kelola dalam membangun sistem perpajakan yang

efektif dan berkelanjutan.

. Kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD)
Kabupaten Pinrang?

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dengan fokus pada kontribusi
Pajak Hotel terhadap Pendapatani Aherah (PAD).Kontribusi pajak hotel
merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumbangan penerimaan
dari sektor pajak hotel terhadap total penerimaan pajak daerah atau Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi ini, digunakan ruryaitu
Kontribusi = (Penerimaamajak hotel + total penerimaan PAD) 100%.
Berdasarkan data realisasi tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa kontribusi
pajak hotel masih tergolong rendah dan belum stabil. Pada tahun 2021
kontribusinya sebesar Rp190.698.1¥Bdan tidak mencapai target. Tahun 2022
menunjukkan peningkatan kontribusi menjadi Rp216.740.736,00 dan berhasil
memenuhi target, namun pada taltahun berikutnya terjadi penurunan
kembali menjadi Rp164.344.582,00 (2023) dan Rp155.480.389,00 (2024), yan
juga tidak memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel
terhadap struktur PAD Kabupaten Pinrang belum dapat diandalkan sebagai
sumber pendapatan utama daerah.

Jika dianalisis berdasarkan teori kontribusi menurut Kurt Lewin dalam
kerangka Group Dynamics, terdapat empat indikator utama yang dapat
menjelaskan rendahnya kontribusi tersebut, yaitu partisipasi aktif, kolaborasi
dan kerja sama tim, dampak terhadap tujuan organisasi, serta peningkatan
kapasitas.

Pertama, partisipasi aktif dgrara pelaku usaha hotel dalam mendukung
kepatuhan perpajakan dan keterlibatan mereka dalam berbagai program
sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tergolong
rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa masih



banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan
mereka, ataupun kurang memiliki kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam
kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan. Kurangnya partisipasi ini secara
langsung menghambat upaya pemf dalam mencapai optimalisasi
penerimaan pajak dari sektor perhotelan, yang seharusnya menjadi salah satu
kontributor penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, kolaborasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) dengan pastakeholder di sektor perhotelan belum berjalan
secara maksimal. Hal ini tampak dalam kurangnya sinergi dalam penyusunan
strategi bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, serta
kegiatan edukasi dan pendampingan terhadap wajib pajak. idasrd/ang
lemah ini menyebabkan kebijakan dan langkaigkah yang diambil tidak
efektif atau kurang tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan pendapatan dari
sektor ini belum dapat tercapai secara optimal.

Ketiga, apabila dilihat dari dampaknya terhadajuan organisasi,
khususnya dalam mendukung pencapaian target PAD, kontribusi pajak hotel
selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang tidak stabil dan
cenderung mengalami penurunan secara nominal. Hal ini menjadi indikator
bahwa sektor perhoteldelum mampu memberikan dampak signifikan terhadap
pencapaian target pendapatan daerah. Ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh
berbagai hal, termasuk lemahnya pengawasan, tingkat kepatuhan yang rendah,
serta belum adanya mekanisme insentif maupun sayésy tegas untuk
mendorong kontribusi yang lebih besar dari pelaku usaha.

Keempat, upaya peningkatan kapasitas, baik di tingkat aparatur
perpajakan maupun di kalangan pelaku usaha hotel, juga belum menunjukkan
perkembangan yang berarti. Masih ditemukatett@atasan dalam pemanfaatan
teknologi informasi untuk mendukung sistem pemungutan pajak yang lebih
transparan dan efisien, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan
regulasi perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, belum banyak inovasi dalam
pelayana perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan waijib

pajak, seperti digitalisasi sistem pembayaran atau penyederhanaan proses



pelaporan. Akumulasi dari berbagai permasalahan ini menandakan perlunya
pendekatan yang lebih strategis dan kolafiosmtara pemerintah daerah dan
sektor perhotelan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak secara
berkelanjutan dan optimal.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Kustanti Dian
Puspitasari (2022) di Kota Semarang, yang menunjukkdmvdameskipun
realisasi nominal pajak hotel meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, tingkat
efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD justru menurun. Tahun 2018
kontribusinya sebesar 8,55%, lalu turun menjadi 8,28% pada 2019 dan menjadi
7,53% pada 2020. Ked kasus menunjukkan bahwa peningkatan nilai
penerimaan belum tentu berarti meningkatnya kontribusi terhadap PAD,
terutama jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan partisipasi dan sinergi antar
pelaku yang terlibat dalam ekosistem pajak daerah. Dengan idamik
rendahnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pinrang dapat dipahami tidak
sematamata sebagai persoalan kuantitatif, tetapi juga menyangkut aspek
struktural dan relasional sebagaimana dijelaskan dalam teori Group Dynamics
Lewin.

Oleh karena itu, untu meningkatkan kontribusi pajak hotel secara
berkelanjutan, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang lebih
inklusif dengan pelaku industri perhotelan, menyelenggarakan pelatihan dan
bimbingan teknis secara berkala, serta menerapkan sistem peagayeas
berbasis teknologi guna meminimalkan praktik penghindaran pajak.
Optimalisasi kontribusi tidak hanya bertumpu pada peningkatan nominal
penerimaan, tetapi juga menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan,
penguatan kerja sama lintas sektor, dan mpeman ekosistem pajak yang
transparan, adil, dan partisipatif. Upaya tersebut sangat penting untuk
memperkuat peran pajak hotel sebagai salah satu penopang dalam struktur PAD
yang lebih sehat dan berkelanjutafkdapun peraturan daerah Kab. Pinrang

Nomor 4tahun 2011 megenai pajak hotel



Menimbang

Mengingat

[

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Daerah diberikan
kewenangan seluas-luasnya dalam pengelolaan Pajak Daerah termasuk
dalam penetapan Pajak Hotel;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
tentang Pajak Hotel.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pimrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan
BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

1.



(]

Pemerintah Daerah adalah Bupati Pmrang dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Pinrang.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah Kabupaten
Pinrang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lamnya termasuk kontrak mvestasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa peugmapan/perlsurahatan termasuk jasa terkait lamnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggarahan, mumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



23. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba mgi untuk
periode tahun pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk twjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa Penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks. internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas
sejenis lamnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah:

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di munah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.



BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
Hotel.

Pasal 5
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6
Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati palng lama 3 (tiga) bulan kalender, yang memnjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 11
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; dan

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
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(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi admmistratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12
Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB,
dan SKPDKBT sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah

tulis dan/atau salah hitung:

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14
Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Swat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan
putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.
Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atan kurang dibayar
oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati Pimrang dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Pinrang.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah Kabupaten

Pinrang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lamnya termasuk kontrak mvestasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa pengmapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang—undangan perpajakan daerah.
(2) Bupatidapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau
SKPDLB yang tidak benar;

¢. membatalkan hasil pemeriksaan atau Kketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebthan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberi keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak. kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak
saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana, dibidang
perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran, dan/atau Surat Paksa atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.



(4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan.

Pasal 23
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana maksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24
(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah ) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah.
(2) Wayjib pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c¢. memberikan keterangan yang diperhukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Inspektorat Kabupaten dan/atau
Badan Pemeriksa Keuangan atas Permintaan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.
(2) Pemberian msentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28
(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.



(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat Lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atau
permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati
dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka
atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang penyldlk sebaga imana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak bidana dibidang
perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menmggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan /atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi



Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (duva) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 31
Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun
pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya
adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena
itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 33
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pmrang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Tahun 1998 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 4 Tahun
1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000
Nomor 7), masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pinrang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pinrang Tahun 1998 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah im sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37
Peraturan Daerah mi berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Mei 2011

BUPATI PINRANG,
ttd
ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,
ttd
SYARIFUDDIN SIDE

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19571103 198303 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2011 NOMOR 4




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas dan
kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang,
dapatdisimpulkan bahwa

1. Kinerja penerimaan pajak hotel selama periode 2021 hingga 2024
menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Tingkat
efektivitas pemungutan pajak hotel, yang dihitung berdasarkan perbandingan
antara realisastlan target penerimaan, menunjukkan capaian yang tidak
konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2(#1 @da tahun 2023 dan
2024, capaian justru mengalami penuruyang menunjukkan terjadinya
penurunan efektivitas fiskalPenurunan efektivitas ini memglikasikan
adanya sejumlah permasalahan mendasar, antara lain menurunnya tingkat
kepatuhan wajib pajak, kurangnya sistem pengawasan yang adaptif, serta
lemahnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pemungutan.
Berdasarkan teori efektivitas menuMahmudi, indikatotindikator seperti
pencapaian target, kualitas output, waktu penyelesaian, keterlibatan
stakeholder, serta rasio output terhadap input belum sepenuhnya terwujud
secara optimal dalam konteks pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang.

2. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, data menunjukkan bahwa pajak hotel
masih memberikan sumbangan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan
jenis pajak daerah lainnya. Meskipun pada tahun 2022 terjadi peningkatan
tetapi pada tahun 2023 dan 2024 kembalinomein Berdasarkan teori
kontribusi menurut Kurt Lewin dengan pendekatan Group Dynamics,
kontribusi yang rendah ini dapat ditelusuri pada rendahnya partisipasi aktif
pelaku usaha, lemahnya kolaborasi antara stakeholder, minimnya dampak
terhadap pencapaidnjuan organisasi, serta belum optimalnya peningkatan

kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi aparat pajak maupun pelaku



usaha.Efektivitas dan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pinrang masih
memerlukan perbaikan struktural dan strategis. Upaya nglaian
efektivitas tidak hanya harus difokuskan pada pencapaian target angka
semata, tetapi juga harus melibatkan penguatan sistem, peningkatan
partisipasi stakeholder, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem
pemungutan dan pelaporan. Dengan #&mi pajak hotel diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kemandirian fiskal

daerah serta pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajbkberapa saran

sebagai beékut:

1. Untuk BPKPD Kab. Pinrang, diharapkan dapat meningkatkan upaya
sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha hotel mengenai pentingnya
kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan
daerah. Selain itu, perlu diterapkan sistem digitaligaswungutan yang
lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kerja sama lintas
sektor dalam pengawasan dan pelaporan pajak hotel. Perlu juga
dilakukan pelatihan rutin bagi petugas pemungut pajak guna
meningkatkan kompetensi dan pelayanan publik.

2. Bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor perhotelan,
disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap
pembangunan daerah. Partisipasi aktif dalam pelaporan dan pembayaran
pajak secara tepat waktu sangat diperlukan guna memperkuat kapasitas
fiskal pemerintah daerah.

3. Pelaku usaha diharapkan dapat lebih aktif dan sadar akan kewajibannya
dalam membayar pajak, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan
dukungan terhadap pembangnr@daerah. Kepatuhan yang tinggi akan
berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta

kemajuan sektor pariwisata secara menyeluruh.



4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek kajian
tidak hanya pada pajak hotégtapi juga sektor pajak lainnya seperti
restoran atau hiburan, serta mempertimbangkan variabel tambahan
seperti tingkat kepuasan wajib pajak, inovasi layanan, dan efisiensi
anggaran. Penelitian lanjutan juga disarankan menggunakan pendekatan
campuran (migd methods) agar mampu memberikan gambaran yang

lebih komprehensif tentang dinamika penerimaan pajak daerah.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pinrang

Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun te?akhir

Apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKPD dalam
meningkatkan capaian target penerimaan Pajak Hotel?

Apa sap faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan
pencapaian target Pajak Hotel di Kabupaten Pinrang?

Apakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel sudah mampu mendukung kebutuhan
pembangunan daerah secara signifikan?

. Apakah proses penetapan, pemuagutdan pelaporan Pajak Hotel berjalan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Omntantangan utama yang
dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses administrasi penerimaan
Pajak Hotel?

. Apakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk regkaa ketepatan

waktu dalam proses pajak hotel?



7. Apakah ada forum atau mekanisme koordinasi rutin antara BPKPD dan
stakeholder terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak Hotel?. Dan sejauh mana
masukan dari stakeholder dipertimbangkan dalam pengambilan &aputu
kebijakan pajak daerah, khususnya pajak hotel?

8. Bagaimana Bapak/lbu menilai kualitas data dan laporan yang dihasilkan dari
sistem pemungutan Pajak Hotel saat ini?

9. Menurut Bapak/ibu, apakah rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang
berhasil dipngut saat ini sudah ideal? Jika belum, langkah apa yang sebaiknya
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pemungutan Pajak Hotel?

10.Bagaimana Anda menilai kesesuaian antara hasil atau output penerimaan Pajak
Hotel dengan jumlah sumber daya yaelgih dikeluarkan, baik dari segi biaya
operasional, waktu, maupun tenaga kerja yang terlibat dalam proses

pemungutannya?"

2. Kontribusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Pinrang?

1. Bagaimana Bapak/ibu menilai tingkpartisipasi aktif dari para pelaku usaha
hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh mana hal ini
berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pinrang?

2. Sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dingan stakeholder
terkait lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel
sebagai kontributor utama PAD?

3. Menurut Bapak/lbu, bagaimana kontribusi Pajak Hotel secara signifikan
mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi ipésherdaerabh,
khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik?

4. Sejauh mana peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun
pengalaman lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan

pengelolaan Pajak Hotel secarafesional dan akuntabel?



. Bagaimana proyeksi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dalam jangka
menengah dapanjang, dan apa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan
untuk mengoptimalkan potensi pajak dari sektor perhotelan?

. Apa inovasi, program digitaasi, atau kebijakan baru yang direncanakan atau
telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel ke
depan?

Apakah usaha hotel Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah?

8. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proséspgran atau

pembayaran pajak daerah?
. Apakah Anda merasa pemerintah daerah sudah cukup transparan dan

komunikatif soal kebijakan pajak daerah?

Pinrang, 7 Mei 2025
Mengetahui,

1 19810621 202321 2 018



HASIL WAWANCARA

Narasumber 1
Ibu Hj. Sitti Naharia, S.P.

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir ?

fiDalam tingkat efektivitas cara perhitungannyaenggunakan rumus Yyaitu
fektivitas = (realisasi penerimaan pajak hotel + target penerimaan pajak hotel) x
100 persen. Jika hasil perhitungan mendekati atau bahkan melebihi 100 persen,
maka pemungutan pajak hotel dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jdayai

jauh di bawah 100 persen, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan
pajak belum berjalan optimal dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan, baik
dari sisi administrasi, pengawasan, maupun kesadaran wajib pdpkta
pencapaian pajak hotel d2021 sampai 2024 hasilnya ketidakstabilan dalam
kinerja penerimaan pajak. Pada tahun 2021, tingkat pencapaiannya 88,29%, yang
berarti realisasi pendapatan dari pajak hotel belum sepenuhnya mencapai target
yang sudah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 282Besar 100,34% bahkan
melampaui target. tetapi tahun 2023 menurun menjadi 76,09%, dan kembali
menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 71,98%. Penurunan ini karena

menurunnya kepatuhan wajib pajak©o

2. Apakah terdapat strategi khusus yang dilakukan oleh BPKRIndaeningkatkan
capaian target penerimaan Pajak Hotel ?

ATentunya kami selalu memiliki strateg
Hotel. Pertama, kami mengidentifikasi hekeltel yang belum terdaftar sebagai

wajib pajak, kami jugamenerapkan sistem monitogirpengawasan ketat dan
penegakan sanksi administratif menjadi bagian penting dalam memastikan
kepatuhan wajib pajakkami juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

pel aku usaha perhotel ano



3. Apa saja faktor utamgang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian
target Pajak Hotel di Kabupaten Pinrang ?

nSal ah satu keberhasilannya meningkatrtr
untuk kewajiban perpajakan merekéeh beberapa faktor kunci, yaitu tingginya
okupansi hotel, tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan
dan menyetor pajak secara tepat waktu, serta kualitas integrasi data-@pdar

seperti BPKPD, Dinas Pariwisata, dan KP2KRalau yang menjadi kegagalan
kurangnya kepatuhan dari betagpa pelaku usaha yang belum secara rutin
melaporkan omzet merekainimnya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha
mengenai aturan perpajakan juga menghambat kesadaran wajib pajak. Terakhir,
lemahnya sistem penegakan sanksi adminisiré#ik berupa tgihan otomatis,
publikasi wajib pajak nakal, maupun tindakan hukuberpotensi merusak

efektivitas pemungutan pajak hotel di daetah.

4. Apakah hasil dari penerimaan Pajak Hotel sudah mampu mendukung kebutuhan

pembangunan daerah secara signifiRan

N Kal a dihatksecara proporsional, kontribusi pajak hotel pada PAD belum
terlalu besar tapi hasil dari pajak hotel tetap memberikan kontribusi. Hanya saja,
pajak hotel ini lebih bersifat sebagai pelengkap dari sumber pendapatan lain.

Untuk mendukung pembangunameéer ah i tu masi h sangat Kk

5. Apakah sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan apa
tantangan utama yang dihadapi dalam hal keterlambatan penyelesaian proses

administrasi penerimaan Pajak Hozel

ATentunya dal am pr ote slan patapoeah &3)ak Rlotel p e m
sudah mengikuti alur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah.
Pelaku usaha hotel ini harus melaporkan setiap bulanan omzetnya sekian berapa
maka dari pendapatannya kita ambil 11% untuk menetapkan sekian @ajgk y

harus mereka bayarkan. Tentunya juga apabila mereka membayar pajak tidak tepat

waktu atau keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1%. Kalau dalam



keterlambatan proses administrasi karena kurangnya sumber daya manusia yang
menangani proses pembayararp a | a g i dating waktu yang

6. Sejauh mana peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan formal maupun
pengalaman lapangan, mampu memperkuat kualitas pengawasan dan pengelolaan

Pajak Hotel secara profesional dan akuntabel ?

ALagi d a mykatam kgpasitas SDM, baik melalui pelatihan formal maupun
pengalaman teknis di lapangan, sangat berpengaruh terhadap kualitas
pengelolaan dan pengawasan pajak. Ada beberapa pegawai mengikuti pelatihan
pajak daerah dan penggunaan aplikasi monitoring digitgang terbukti
meningkatkan akurasi pengawasan dan efisiensi kerja. Staf BPKPD juga
memberikan pembinaan kepada pelaku usaha hotel, melakukan verifikasi
lapangan. Akan tetapi, pelatihan masih perlu ditingkatkan dan dirancang secara

berkel anjutano

7. Apainovasi, program digitalisasi, atau kebijakan baru yang direncanakan atau telah
diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel ke depan ?

AProgram digital i snangdgunakant Qris dalam anetodea d a
pembayaran Rencanya itu kitehanya mengikuti pemerintah saja yang sesuai
dengan undangindanga yang berlaku saat ini. Dan untuk meningkatkan efektivitas
dan kontribusi pajak hotel hanya cukup bagaimana pelaku usaha ini menyadari

akan hal kewaji bannya untuk membayar p

Narasumbe 2
Bapak Lukman, S.E.

1. Apakah ada sistem monitoring yang digunakan untuk memastikan ketepatan waktu

dalam proses pajak hotel :



nlya, pastinya ada sistem monitoring
pelaporan dan pembayaran Pajak Hotelntenggunakan aplikasi pelaporan pajak

online untuk menyampai kan | aporan seca

. Apakah ada forum atau mekanisme koordinasi rutin antara BPKPD dan stakeholder
terkait dalam evaluasi penerimaan Pajak Hotel Dan sejauh mana masukan dari
stakeholder dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan pajak

daerah, khususnya pajak hatel

nAda, k a mi | akukan secara rutin l ang
stakeholder terkait, seperti pelaku usaha perhotelan, dinas pariwisata. Biasanya
kami lakukan forum diadakan minimal sekali dalam satu periode untuk
menyampaikan informasi, evaluasi, masukan terkait capaian pajak hotel. Apabila
ada masukan khususnya dalam kebijakan baru atau melakukan penyesuaian

terhadap peraturan yang sudah adao

. Bagamana Bapak/Ibu menilai kualitas data dan laporan yang dihasilkan dari sistem

pemungutan Pajak Hotel saat ti

AKal au dar.i Si si kualitas, mel i hat dat
pemungutan Pajak Hotel saat ini sudah baik, apa lagikan sistesudah akurat

datanya untuk melihat pencatatan atau pelaporBAD adanya aplikasi
sipakkamajadan sistem informasi pajak yang mulai diterapkan sudah membantu
mempercepat proses pelaporan serta mempermudah monitoring oleh pemerintah

daeraho

. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem

pemungutan Pajak Hotel?

fSoal rasio antara biaya yang dikeluarkan dan pajak yang berhasil dipungut, saat
ini memang belum bisa dikatakan sepenuhnya ideal. Masih ada beberapa yang
perlu ditingkatkan, terutama efisiensi dalam operasional pemungutan dan

pengawasan. Untuk itu, salah satu cara yang dilakukan dengan memperkuat sistem



digitalisasi juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi
Apalagi dilihat dari simkan masih kekurangan SDM bagian pendapatn yang

mungkin bisa nantinya di tambahl@an

5. Sejauh mana kerjasama antar tim di internal BPKPD dan dengan stakeholder terkait
lainnya berjalan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel sebagai
kontributor uama PAD?

AKal au koordinasi antar tim di BPKPD ¢
pendataan, penagihan, dan pengawasan. Untuk kerja sama dengan stakeholder
eksternal seperti dinasp pariwisata dan pelaku usaha hotel tentunya kami
melaksanakan sodisasi bersama dan pendampingan teknis pelaporan pajak
kepada pengusaha hotel. Dinas Pariwisata juga mendukung dengan memberikan

data usaha hotel yang terdaftar dan ak

6. Apakah mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah daerah,

khususiya dalam hal pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik

AWal aupun jumlahnya kecil tetapi pener
pendanaan untuk proygkoyek strategis seperti peningkatan infrastruktur
pendukung pariwisata, perbaikan fasilitas umuatau program layanan publik

yang berkaitan langsung dengan kenyamanan warga dan wisabawan

Narasumber 3
Ibu Rahmawati, S.E., M.M.

1. Bagaimana menilai kesesuaian antara hasil atau output penerimaan Pajak Hotel
dengan jumlah sumber daya yang teldeluarkan, baik dari segi biaya operasional,

waktu, maupun tenaga kerja yang terlibat dalam proses pemungufannya

AnKal au kami Il i hat dar i Si si kesesuai ar
sumber daya, memang masih perlu dievaluasi secara menyeluauhsdgyi waktu

dan tenaga kerja, proses pemungutan dan pengawasan juga cukup menyita, karena



kami masih harus melakukan pengecekan manual terhadap laporan yang masuk,
apal agi kal au belum semua pelaku usaha

2. Bagaimana kamibusi pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah (PAD)
Kabupaten Pinrang

AUntuk menghitung kontribusi pajak hotel, digunakan rumus yaitu kontribusi =
(penerimaan pajak hotel total penerimaan PAD)x 100%. Kalau secara
keseluruharkontribusi Pajak Hotel masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan
jenis pajak lainnya, dilihat dari laporan realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak
mecapai target, tahun 2022 mencapai target, tahun ZIZ3! tidak mencapai

targeto

3. Bagaimana Bapak/ibmenilai tingkat partisipasi aktif dari para pelaku usaha hotel
dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan sejauh mana hal ini
berkontribusi secara signifikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Pinrang?

ATi ngkat par t i s otg membaik getapi an&skipurubelanh merata.

Hotel yang sudah lama beroperasi menunjukkan kepatuhan yang cukup baik, mereka
rutin membayar pajak hotel. Namun, masih ada juga pelaku usaha kecil yang belum
sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajiban pkamagengarerlaku.

Apalagi hotel yang terdaftar di kabupaten pinrang ini hanya 12 jadinya kontribusi
paj ak hotel yang masuk hanya sedi kit se

Narasumber 4
Hardika

1. Mengenai pelaku usaha hotel terhadap Hotel Syariah Atiga Kab. Pinrang mengenai
apakah usaha hotel tersebut sudah terdaftar sebaghipegk daerah ?

fiHotel tersebut memilikiNomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPDyan

Tentunya sudah terdaftardgugaa kt i f dal am mel apor kan p:



2. Apakah anda perna mengalakendala dalam proses pelaporan atau pembayaran
pajak daerah?

fiPada awal penerapan sistem pelaporan online, kami sempat mengalami kesulitan
dalam mengoperasikan sistem tersebut karena kurangnya pemahaman teknis.
Namun, setelah mendapat pendampingan damakpiBPKPD Kab. Pinrang, kami

bisa menyesuaikan dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih lancar.
Biasanyaugaterkendala pada teknis seperti keterlambatan jaringan dalam sistem
online pada aplikasi yang digunakan pada BPKPD Kab. Pinrang akibatiga k

sebagai pel aku usaha menunggu beberapa

3. Apakah anda merasa pemerintah daerah sudah cukup transparan dan komunikatif

soal kebijakan pajak daerah?

fiMenurut saya, kami merasa bahwa pemerintah daerah temyediakan
informasi yang cukup jelas terkait kebijakan pajak. Semua perubahan atau
pembaruan aturan juga disampaikan dengan baik dan tepat wBkiak BPKPD
biasanya memberikan sosialisasi atau pemberitahuan secara langsung maupun
melalui media resmi. éhain itu, kami juga merasa terbantu dengan adanya
pendampingan dari petugas pajak daerah ketika kami mengalami kendala teknis.
Namun, kami berharap ke depannya komunikasi bisa lebih ditingkatkan, terutama

melalui kanal digital agar informasi bisa lebihgeat kami ter i mado
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Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka
menyususn skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel
Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daecrah Pada BPKPD Kab. Pinrang”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya

Yang bersangkutan

=



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardika

Alamat : Pinrang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur 220

Menerangkan bahwa,

Nama : Indra Anugrah Pratama
Nim :2120203862202035
Program Studi . Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka
menyususn skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel
Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada BPKPD Kab. Pinrang.”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya

Yang bersangkutan



DAFTAR : LAPORAN REALISASI ASLI DAERAH PINRANG
KEADAAN : PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 12021
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.) RensAn JUMLAH (Rp.] % RO | ey
BULANLALU (Rp.) | BULAN INI (Rp.) (Rp.)
1 2 3 [ 4 5 6 7 8
1. PAJAKDAERAK 30.790.564.00000 | 32523.924.101,00 |  3.268.290.781,00 |  35.792.214.882,00
Badan Keuangan Daerah 30.790.564.000, 32523924.101,00 | 3.268.290.781,00 | 35.752.214.882,00 | 116,28
~ Pajok Hotel 216.000000,00 159.930.090,00 30.768.033,00 19069812300 | 88,29
- Pajak Restoran 1.375.000.000.00 1498.688.278,00 250.108.104,00 1748.796.382.00 | 12719
~ Pajak Hiburan 12.100000,00 532521600 6.891.502,00 12.216.718,00 | 100,96
- Pajak Reklame. 192.600.000,00 237.083.057.00 83.412.846,00 320495.903.00 | 166,40
- Pajak Penerangan lalan 15.239.864.000,00 15.835.062.336,00 1.599.187.128,00 17.434.249.464.00 | 114,40
~ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 600.000.000,00 619.145.518,00 241.489.755,00 860.635.273,00 | 143,44
~ Pojak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 854150000000 | 8.562694.947,00 346.608.463.00 890930341000 | 10431 (367.803.410,00)
~ Bes Perolehan Hok Atas Tonoh dan Bangunan 461350000000 | 560599465900 709.824.950,00 6315819.609.00 | 13690 | (1.702319.609,00)
2. 3.312.436.000,00 2.278.914.104,00 279.220.500,00 2.558.134.604,00 77,23 754.301.396,00
Dinas Kesehatan p : < 3 7 :
- Ret. Pelayanan Kesehatan . . .
Dinas Pekerjaan Umum (PU) & Perumahan Rakyat 770.000.000,00 207.820.308,00 21.991.000,00 229.811.303,00 | 29,85 540.188.696,00
~ Ret. Pelayonan Pemaksman & Pengabuan Mayat - - 2 : :
~ Ret. Pemakalan Kekayaan Doerah (PU) 40.000.000,00 22.464.000,00 18591.000,00 41.055.000,00 | 102,64 (1.055.000,00)
Ret. Sewa Laboratorium 40.000000,00 22.464.000,00 18.591.000,00 41.055.000,00 | 102,64 (1.055.000,00)
- Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.00000000 2235000000 340000000 2575000000 | 85,83 4.250.000.00
- Ret. lzin Mendirikan Bangunan 700.000.000,00 163.006.304,00 - 163.006.304,00 23,29 536.993.696,00
Dinas Perhubungan 791.500.000,00 $55.275.000,00 91.035.000,00 1646.310.000,00 81,66 145.190.000,00
- Ret. Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum 246.500.000,00 61.610.000,00 31.060.000,00 92.670.000,00 31.59
- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 298.895.000,00 | 104,88 (13.895.000,00)
- Ret. Terminal 4.100.000,00 1.300.000,00 5.400.000,00 54,00 4.600.000,00
-_Ret. Tempat Khusus Parkic 250.000.000,00 210.535.000,00 38.810.000,00 249.345.000,00 99.74 655.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 110.736.000,00 118.850.000,00 32.590.000,00 151.440.000,00 | 136,76 (40.704.000,00)
- Ret. Pelayanan Kebersihan 110.736.000,00 118.850.000,00 32.590.000,00 151.440.000,00 | 136,76 {40.704.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 | 100,00 -
~ Ret. pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1000000000 10.000000,00 - 10.000.000.,00 | 100,00 -
Sewds 75.000.000,00 45.100,000,00 3.400,000,00 48500000,00 | 64,67 26.500.000,00
- Ret. ian Kekayaan Daerah 000,00 41.900.000,00 1.400.000,00 43.300.000,00 | 123,71 {8.
- Ret. Tempat Pengiapan/ Pasangrahan/ Villa 3.200000,00 2.000.000,00 520000000 | 13.00 34.500.000,00
Dinas Peternakan & Perkebunan 120.000.000,00 106.550.000,00 9.400.000,00 115.950.000,00 96,63 4.050.000,00
- Ret. Rumah Potong Hewan 120.000.000,00 106.550.000,00 9.400.000,00 115.950.000,00 96,63 4.050.000,00
Dinas Perindagem 1115.200.00000 | 1.047.943.800,00 90.464.500,00 1138.408.300,00 | 102,08 123.208.300,00)
- Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1,100.200.000,00 1.030.754,500,00 90.464.500,00 1.121.219.00000 | 101,91 (21.019.000,00))
- Ret. Pelayanan Tera Ulang 15.000.000.00 17.189.300,00 17.189.300,00 | 114,60 {2.189.300,00))
Dinas Pariwisats, Pamuda & Olshraga 250.000.000,00 131,055.000,00 10.340.000,00 141.395.000,00 | 56,56 108.605.000,00
- Ret. & Olahraga 250.000. 131.055.000,00 10.340.000,00 141.395.000,00 56,56 108.605.000,00
~ Objek Wisata Sulii/wokkn 250000000,00 131.055.000,00 10.340.000,00 141395.00000 | 56,56 108:605.000,00
Dinas Parikanan 70.000.000,00 56.520,000,00 76,000.000,00 76320000,00 | 109,05 (esz00000) |
- Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah (Bibit lkan Tawar) 70.000.000,00 56.320.000,00 20.000.000,00 76.320.000,00 | 109,03 {6.320.000,00)|
3. nasn 8303822.796,00 | 772910262000 | 4185460900 | 8 97,83 172.865.567,00
Badan Keuangan Daerah 8.343.822.796,00 7.729.102.620,00 441.854.609,00 8.170.957.229,00 97,93 172.865.567,00
- BUMD (Sul-Sel Cabang Pinrang) 8.343.822.796,00 7.729.102.620,00 441,854.609,00 8.170.957.229,00 97,93 172.865.567,00
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH $7.456.501.700,00 | 55.697.091.459,48 | 31848.257.31085 |  §7.545.348.770,33 | 89,83 SSTLIS293567
6.400.000.000,00 4.667.938.638,48 592.295.857,85 5.260.234.496,33 82,19 1.139.765.503,67
- Hasil Penjualan Aset (ainTain - - 16.734.800,00 16.734.800,00 - (16.7347800,00)|
~ Jasa Giro Kas Daerah ) 1967.913.782.00 188.532.227,60 215644600960 | 71,88 843.553.990,40
- Depostio 250000000000 | 1.659.175.664.00 197.558.474,25 185673413825 | 7427 643.265.861.75
- Pend. than Gaji & Tunjangan - 34.300.000,00 2,800.000,00 37.100.000,00 - {37.100.000,00)|
~ Keruglan Uang 1006.549.19248 186,670.356,00 119321954848 | 13258 (293219.548.48)
Dinas PUPR 70.000.000,00 27.280.000,00 43.620.000,00 70.900.000,00 | 101,29 (900.000,00)
Has Berat 7 00 00 [ To1.29 ] (500,000
Dinas Pertanian & Hortikultura 891.501.700,00 423832387,00 | 361.029.575,00 784.861.962,00 | 88,08 106.639.738,00
~ Has Kerja Sama Pemanfaatan BMD 150170000 423.832387,00 361,025.575,00 784.861.962.00 | 89,04 106639.738,00
RSUL 61.000.000.000,00 50.521.297.582,00 9.782.280.216,00 ,00 98,86 696.422.202,00
— Pendapatan Pelayanan Kesehaton BLUD 6100000000000 | 50521.297.582,00 | 9.782.280.21600 | _ 60.303.577.798.00 | 98,86 696.422.202,00
Dinas Kesehatan 29.095.000.000,00 | 21067.593.052,00 | 21067.593.052,00 | 72,41 8.027.406.948,00
- _Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD 29.095.000.000,00 21.067.593.052,00 21.067.593.052,00 741 8.027.406,948,00
TAIN-LAIN PAD 574285200 43861000 58.181.462,00 (58.181.462,00)




DAFTAR

:LAPORAN REALISASI

AsUl

KEADAAN ERIODE 1 JANUARI $/D 30 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 12022
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.) L JUMLAH (Rp.) % SUSRIRMAMN KET
BULAN LALU (Rp.) BULAN INI (Rp.) (Rp.)
1 2 3 5 7
1. PAJAK DAERAH 39.659.864.00000 |  38.347.216.311,90 |  4.301.047.883,00 |  42.648.264.194,90 | 107,54 (2.988.400.194,90)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 39.659.864.000,00 | 38.347.216.311,9 |  4.301047.883,00 |  42.648.264.194,90 | 107,54 (2.988.400.194,90)
- Pajak Hotel 216.000.000,00 162.408.841,00 54.331.895,00 216740.736,00 | 10034 (740.736,00)
- Pajak Restoran 2 2352932.638,90 457.132.719,00 2810065.357.90 | 133,81 (710,065.357,90)|
- Pajak Hiburan 12.500.000,00 14.282.126,00 - 14.282.126,00 | 11426 (1.782.126,00)
- Pajak Reklame 250.000,000,00 263.631.956,00 74.049.782,00 337.681.738,00 | 135,07 (87.681.738,00)
- Pajak Penerangan Jalan 18.239864.00000|  18.359.084.68100 [  1834.626.96600 |  20.193.711647,00 | 11071 (1.953.847.647,00)|
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 1.628.308.649,00 767.831.090,00 2.396.139.739,00 | 108,92 (196.139.739,00)|
- Pajsk g1 10,141.500.000,00 9.224.919.950,00 21221221100 943713216100 | 93,05 704.367.839,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 6.341.647.470,00 900.863.220,00 7.242510.690,00 | 111,42 (742.510.690,00)|
T
2. RETRIBUSI DAERAH 3.588.000.000,00 4.076.932.633,00 278.385.910,00 4355.319.543,00 | 121,39 (767.319.543,00)
rjaa & 760.000.000,00 1.874.264.893,00 18.673.410,00 1892.938.303,00 | 249,07 (1.132.938.303,00)|
- Ret. Pemakalan Kekayaan Daersh (PU) 18.112.000,00 12.173.000,00 30.285.000,00 | 100,95 (285.000,00)
- Ret. 30.000.000,00 18.112.000,00 12.173.000,00 30.285.000,00 | 100,95 (285.000,00)
- Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 3.300.000,00 33.350.000,00 | 111,17 .
- Ret. izin Mendikan Bangunan 1826.102.893,00 3.200410,00 1829.303.303,00 | 26133 (1.129.303.303,00)
Dinas Perhubungan 1.100.800.000,00 684.306.000,00 107.640.000,00 791.946.000,00 | 71,94 308.854.000,00
- Ret. Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum 502.800.000,00 169.450,000,00 39.350.000,00 208.800000,00 | 41553 294.000.000,00
- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 300.000.000,00 216.000,000,00 24,300.000,00 24030000000 | 80,10 59.700,000,00
- Ret, Terminal 10.000,000,00 5.600.000,00 400.000,00 600000000 | 60,00 4.000.000,00
- Ret. Parkir 288.000000,00 293.256.000.00 43.590.000,00 336.846.000,00 | 11696 (48.846.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup 165.000.000,00 153.360.000,00 36.145.000,00 189.505.000,00 | 114,85 (24.505.000,00)
- Ret. / Kebershan 13 153.360.000,00 36.145.000,00 189.505.000,00 | 140,37 (54,5
- Ret. & - - 30.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 | 100,00 =
- Ret, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9,000, 1,000.000,00 10,000 100,00 -
Setda 42.000.000,00 27.436.640,00 4.300.000,00 31736.640,00 | 75,56 10.263.360,00
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 22.000.000,00 21.936.640,00 3.800.000,00 25.736.640,00 | 11698 (3.736.640,00)|
- Ret. Tempat Penginapan/ Pasangrahan/ Villa 20.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 30,00 14.000.000,00
Dinas Paternakan & Parkebunan 110.000.000,00 103.650.000,00 7.950.000,00 111.600.000,00 | 101,45 (1.600.000,00)
- Ret. Rumah Potong Hewan 110.000.000,00 103.650.000,00 7.950.000,00 111.600.000,00 | 101,45 (1.600.000,00)|
Dinas Perindagem 1.120.200.000,00 1.050.995.100,00 90.658.500,00 1141.653.600,00 | 101,92 (21.453.600,00)
- Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1.100.200.000.00 1.030437.500,00 89.424.500,00 1.119.862.000,00 | 101.79 (19.662.000,00)
- Ret. Pelayanan Tera Ulang 20.000.000,00 20.557.600,00 1.234.000,00 21.791.600,00 | 108,96 (1.791.600,00)|
Dinas Pariwisata,Pemuda & Olahraga 250.000.000,00 166.020,000,00 8.520,000,00 174.540.000,00 | 69,82 75.460,000,00
- Ret. Tempat Rekreasi & Olahray 1250,000.000,00 166.020.000,00 8.520.000,00 174.540.000,00 | 69,82 75.460.000,00
- Objek Wisata Sullli/wakka 166.020. 8520.000,00 17454000000 | 69,82 75.460.000,00
Dinas Perikanan 30.000.000,00 7.500,000,00 3.500,000,00 11.300.000,00 | 38,00 18,600,000,00
- Ret. Penjualan Produksi Usaha Daersh (Bibit lkan Tawar) 30.000,000,00 7.900.000,00 3.500.000,00 1140000000 | 38,00 18,600.000,00
3. wasi 10.656.573.810,00 | 10.656.573.810,00 | 10656573.81000 | 100,00 -
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 10.656.573.810,00 | 10.656.573.810,00 - | 10656.573.810,00 | 100,00 -
- BUMD (sul-Sel Cabang Pinrang) 1065657381000 | 10.656573.810.00 - 10.656.573.810.00 | 100,00
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 93.946,501.700,00 | 67.804.509.959,75 | 32.656.894.236,00 |  100.461.404.195,73 | 106,93 (6.514.902.495,73)|
7.950.000.000,00 5.009.548.551,57 | 1.06.345.934,00 €215.894.85,57 | 78,19 1734.105.514,43
~ Hasi Penjualan Mesn - - 167.412.500,00
- Jasa GiroKas Daerah 2 1.804.693.111,57 94.848.185.00 1899.541.20657 | 69,07 850.458.703.43
- Deposito 3 1675.379.844.50 463.988.756,00 2139.368.60050 | 7131 860.631.399.50
- Pend. dari pengembalian Kelebihan Gai & Tunjangan 22.700.000,00 1,500.000,00 24.200.000,00 (24.200.000,00)
- Kerugian Uang 2 1.506.775.595,50 478.596.493,00 1985.372.08850 | 90,24 214.627.911,50
Dinas PUPR 70.000.000,00 9.345,000,00 | 173.367.080,00 | 261,02 112.712,080,00
- 70. .00 9345000,00 | 173.367.080,00 261,02 112.712.080,00
Dinas Pertanian & Hortikultura 926.501.700,00 185.959.712,00 472.507.687,00 658.467.399,00 | 71,07 268.034.301,00
- EMD 926.501.700,00 185.959.712,00 472.507.687,00 656.467.399,00 | 71,07 268.034.301,00
RSUL $5.000.000.000,00 535,942,965, 5.828.128.45¢ 8.362.071,405,00 | 124,29 | (13.362.071.405,00)
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD 5500000000000 | 6253394296600 | 5828.12843900 | 6836207140500 | 12629 |  (13.362.071405,00)
Dinas Kesehatan 30.000,000.000,00 | 28966.848.613,00 | 24.966.848.613,00 | 83,22 5.033.151.387,00 |
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD 2496684861300 |  24.966.848.613.00 | 8322 5.033.151.387,00 |
LAIN-LAIN PAD 65.713.730.16 9.696.483,00 75.410.213,16 (75.410.213,16)
Pinrang, 05 Januari 2023

KEPALA BPKPD



DAFTAR : LAPORAN REALISAS| ASU DAERAH PINRANG
KEADAAN : PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 12023
JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp.) READISAE JUMLAH (Rp.) % SN MOIARN KET
BULAN LALU (Rp.) T BULAN INI (Rp.) (Rp.)
! 2] ] | 5 6 7 8
1. PAJAKDAERAH 43.429.864.000,00 |  41.353.435.111,00 |  4.825.546.052,00 |  46.178.981.163,00 | 106,33 (2.749.117.163,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 43.429.864.000,00 | 41.353.435.111,00 | 4.825.546.052,00 | 46.178.981.163,00 | 106,33 (2.749.117.163,00)
- Pajak Hotel 216000.000,00 143147.219,00 21.197.363,00 16434458200 | 76,09 51.655.418,00
ajak Restoran 2.600.000.000,00 2.600.966.275,00 467.377.644,00 306834391900 [ 11801 (468.343.919,00)
- 12.500.000,00 4.920.000,00 = 4.920.000,00 39,36 7.580.000,00
- Pajak Reklame 270.000.000,00 299.637.463,00 120.506.480,00 420.143.943,00 | 15561 (150.143.943,00)|
- Pajak Penerangan Jalan 19.889.864.000,00 19.655.561.944,00 1.980.087.445,00 21.635.649.389,00 | 108,78 {1.745.785.389,00))
- P 4.000,000,000,00 4036910518,00 862.349.609,00 4.899.260127,00 | 122,48 (899.260.127,00)
ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9.941500.000,00 8876.741.139,00 422.863.736,00 9.299.604.875,00 | 9354 641.895.125,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.500.000.000,00 5.735.550.553,00 951.163.775,00 6.686.714.328,00 | 102,87 (186.714.328,00)|
2. RETRIBUSI DAERAH 3.588.000.000,00 3.105.891.020,00 332.388.951,00 3.438279.971,00 | 9583 149.720.029,00
Dinas Pekerjaan Umum (PU) & Perumahan Rakyat 1964.023.020,00 67.306.951,00 1.031329.971,00 | 133,94 (261.329.971,00)
- Ret_ Pemakalan Kekayaan Daerah (PU) 35.000.000,00 21.170.000,00 16.312.000,00 37.482.000,00 | 107,09 (2.482.000,00),
- Ret. Sews Laboratorium 35.000.000,00 21.170.000,00 16.312.000,00 37.482.00000 | 107,09 (2.482.000,00)|
- Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 800.000,00 6.300.000,00 35.100.000,00 | 100,29
- Ret. Izin Mendirikan Bangunan 700.000.000,00 914.053.020,00 44.694.951,00 958.747.971,00 | 136,96 {258.747.971,00)
Dinas Perhubungan 1 664.929.000,00 88.277.000,¢ 753.206.000,00 65,45 397.594.000,00
- Ret. Pelayan Parki diTepi Jalan Umum 256500.000,00 212.200.000,00 26.900.000,00 23910000000 | 93,22 17.400.000,00
- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 350000000, 145.750,000,00 12.800.000,00 15855000000 | 45,30 191.450.000,00
Bt el 10000,000,00 2:850.000,00 285000000 [ 2850 7.150.000,00
- Ret. Tempat Khusus Parkir 534.300.000.00 304.129.000,00 48.577.000,00 352.706.00000 | 66,01 181.594.000.00
» 175.000.000,00 135.465.000,00 52.250.000,00 187.715.000,00 | 107,27 (12.715.000,00)
- Ret /Kebersihan 1 135.465.000,00 52.250.000,00 187.715.00000 | 107,27 (12.715.000,00)|
T
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) - 10. 100,00 =
- Ret. Alat Pemadam Kebakaran - 104 100,00 -
Setda 42.000.000,00 24.100.000,00 1.900.000,00 26.000.000,00 | 61,90 16.000.000,00
- Ret. 22.000.000,00 12.200.000,00 1.900.000.00 14.100.000.00 64,09 7.900.000,00
- Ret. Tempat Penginapan/ Pasangrahan/ Villa 11.900.000,00 1190000000 | 59,50 8.100.000,00
Dinas Peternakan & Perkebunan 101.250.000,00 .000,00 | 100,55
- Ret. Rumah Potong Hewan 1 101.250.000,00 9.350.000,00 100,55
Dinas Perindagem 1.100.200.000,00 1.034.784.000,00 86.315.000,00 1.121.099.000,00 | 101,90 (20.899.000,00)
- Ret. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1.100.200.000,00 1034.784.000,00 86.315.000,00 1.121.099.000.00 | 101,90 (20.899.000,00)
Dinas Pariwisata,Pemuda & Olahraga 166.830.000,00 8342 33.170.000,00
- Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga 200.000.000,00 159.040.000,00 7.790.000,00 166.830.000,00 83,42 33.170.000,00
- Objek Wisata Sulil/wakka 200,000.000,00 159.040.000,00 7.790.000,00 16683000000 | 83,42 33.170.000,00
Perikanan 12.300.000,00 18.200.000,00 31.500.000,00 | 105,00 [
- Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah (bR Ikan Tawar) 30.000.000,00 12.300.000,00 19.200.00000 3150000000 | 105,00 (1.500.000,00)
3. masi 10545.217.765,00 | 10.545.217.765,00 -] 10.545.217.765,00 | 100,00 3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daersh 10545.217.765,00 | 10.545.217.765,00 -| 10.545.217.765,00 | 100,00 -
- BUMD (Sul-5el Cabang Pinrang) 10.545.217.765.00 | 10.545.217.765.00 | 10sa5217.765.00 | 10000 -
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 127.327.000.000,00 73.213.907.656,94 41.836.844.056,05 115.050.751.712,99 90,36 12.276.248.287,01
nge! Pendap: 3.895.688.283,94 | 1.133.628.687,05 s, 7958 1.290,683.029,01
- Jasa Giro Kas Dacrah 1.820,000.000,00 1054.711.052,00 85.878.629,00 1140.589.68100 | 62,67 679.410.319,00
- Deposito 3.000.000.000,00 2.045.091.672,00 385.411.018,00 2.430.502.690,00 81,02 569.497.310,00
- Pend. dari pengembalion Kelebihan Gaji & Tunjongan - 12,500.000,00 500.000,00 13.000.000,00 (13.000.000,00)
- Keruglan Uang 1.500.000.000,00 783.385.559,94 661.839.040,05 1.445.224.599,99 96,35 54.775.400,01
Dinas PUPR 19,070.000,00 1.120,000,00 80.190.000,00 | 100,24 190,000,00
| HasiiSewa 8MD 15.070.000,00 61.120.000,00 X 100,26 150.000,00
BFRPD G - 76.243.680,00 76.243.680,00 - (76.243.680,¢
- - 76.243.680,00 76.243.680,00 2 (7&:-3.%:
Dinas Pertanian & Hortikultura 892.000.000,00 214.736.100,00 383.350.700,00 598.086.800,00 | 67,05 293.913.200,00
- HasilKerja S: 892.000.000,00 214.736.100,00 383.350.700,00 598.086.800,00 67,05 203.913.200,00
Dinas Perikanan 35.000.000,00 17.000.000,00 - 17.000000,00 | 48,57 18,000.000,00
~ Hasi[ Kerjo Sama Pemanfaaten BMID 35.000.000,00 17.000.000,00 - 17.00000000 | 48,57 18.000,000,00
RSUL 68.595.899.747,00 6.600.157.057,00 75.196.056.804,00 88,47 9.803.943.196,00
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD 85.000.000.000,00 68.595.899.747,00 6.600.157.057,00 75.196.056.804,00 88,47 9.803.943.196,00
Dinas Kesehatan 35.000.000.000,00 -] 33566.055.306,00 | 33.566.055.306,00 | 95,90 1433.944.694,00
endapatan Pelayanan Kesehatan BLUD 35.000.000.000,00 33.566.055.306,00 33.566.055.306,00 95,90 1.433.944.694,00
LAIN-LAIN PAD 471.513.526,00 16.288.626,00 487.802.152,00 (487.802.152,00)
Pinrang, 04 Januari 2024
KEPALA BPKPD

AGURHAN, SE Ak., MM
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP :19710812 200312 1 001







